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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD 

 

1.1.1. MAKSUD PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

Penyusunan laporan keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa 

Tengah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah sebagaimana 

diwajibkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa setiap unit pemerintahan adalah 

entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan secara periodik wajib 

menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 

Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 

Provinsi Jawa Tengah meliputi transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas yang 

merupakan pencatatan atas transaksi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Kearsipan Dan 

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang 

dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, 

belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi 

keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu 

menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan 

mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang 

dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode 

pelaporan untuk kepentingan : 

a. Akuntabilitas. 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

secara periodik.  

b. Manajemen. 

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas 

pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan 

pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah 

untuk kepentingan masyarakat. 

c. Transparansi. 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan 

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 

d. Keseimbangan Antargenerasi 

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada 

periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah 

generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran 

tersebut. 
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1.1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN. 

Pelaporan keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan 

membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan 

a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk 

membiayai seluruh pengeluaran. 

b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi 

dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam 

kegiatan entitas pelaporan serta hal-hal yang telah dicapai. 

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan 

mencukupi kebutuhan kasnya. 

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan 

berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya. 

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah 

mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama 

periode pelaporan. 

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyediakan informasi mengenai belanja, transfer, 

pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan 

sebagai berikut : 

a)  Laporan Realisasi Anggaran. (LRA) 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan 

sumber daya ekonomi yang dikelola  dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi 

Anggaran menyajikan sekurang-kurangnyaunsur-unsur Pendapatan, Belanja, Transfer, 

Surplus/defisit, Pembiayaan dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan 

realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

b) Neraca. 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 

kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Setiap entitas pelaporan 

mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan 

kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. 

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup 

jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12  ( dua belas ) 

bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau 

dibayar dalam waktu lebih dari 12 ( dua belas ) bulan. 

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos Kas dan setara kas, Investasi jangka 

pendek, Piutang pajak dan bukan pajak, Persediaan, Investasi jangka panjang, Aset tetap, 

Kewajiban jangka pendek, Kewajiban jangka panjang, Ekuitas dana. 
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c)  Laporan Operasional (LO) 

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai 

seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang terserminkan dalam 

pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.  

Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan 

dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas 

dan fungsi utama entitas. 

d) Laporan Arus Kas. (LAK) 

Laporan arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas 

dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 

pelaporan, arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, 

investasi aset non keuangan, pembiayaan dan nonanggaran. 

e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan 

sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode 

bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan 

ekuitas akhir. 

f)  Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Catatan atas Laporan Keuangan disusun agar laporan keuangan dapat digunakan oleh 

pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas 

lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang kurangnya disajikan dengan susunan 

sebagai berikut : 

a. Kas dan setara kas 

b. Investasi jangka pendek 

c. Piutang pajak dan bukan pajak 

d. Persediaan 

e. Investasi jangka panjang 

f. Aset Tetap 

g. Kewajiban Jangka Pendek 

h. Kewajiban Jangka Panjang 

i. Ekuitas Dana 

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis, setiap pos dalam Laporan 

Realisasi Anggaran dan Neraca menyajikan : 

a. Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan, ekonomi makro, pencapaian target 

Undang – Undang APBN / Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang 

dihadapi dalam pencapaian target. 

b. Ikhtiar pencapaiankinerja keuangan selama tahun pelaporan 

c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan –kebijakan 

akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-

kejadian penting lainnya. 
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1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

Pelaporan keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 

diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan 

Pemerintah Daerah antara lain : 

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan 

Negara 

2. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

3. Undang-undang No. 1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Negara 

5. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

8. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 89  Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Gubernur Jateng No. 120 tahun 2016 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Tengah, 

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, 

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023; 

17. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 900/0016722 tahun 2023 tanggal 24 November 

2023 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. 
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1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri ) No. 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian 

diterbitkannya Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Disusul keluarnya Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dilanjutkan dengan 

ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka sistematika isi Catatan atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut : 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas catatan Laporan keuangan 

BAB 2.EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,  

2.1. Ekonomi Makro 

2.2. Kebijakan Keuangan 

BAB 3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

3.1. Ikhtisar  Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum 

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan 

BAB 4. KEBIJAKAN AKUNTASI 

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD. 

4.2. Basis dan Prinsip Akuntasi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD. 

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD. 

4.4. Penerapan kebijakan akuntasi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar 

akuntasi Pemerintah pada OPD. 

BAB 5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD 

5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran 

5.1.1 Penjelasan Pos – pos Pendapatan 

5.1.2. Penjelasan Pos – pos Belanja 

5.1.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

5.2. Penjelasan Pos – Pos Neraca 

5.2.1. Aset 

5.2.2. Kewajiban 

5.2.3. Ekuitas 

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional 

5.3.1. Pendapatan - LO 

5.3.2. Beban 

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas 

BAB 6. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 

BAB 7. PENUTUP. 

Lampiran Tambahan  
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BAB 2 

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN 

 

 

2.1. EKONOMI MAKRO 

 
Dinamika ekonomi dunia yang berubah cepat dengan diikuti oleh meruncingnya 

ketegangan geopolitik memperburuk prospek ekonomi serta meningkatkan ketidakpastian pasar 

keuangan global. Hal ini ditandai dengan mengemukanya 5 (lima) tantangan yang secara umum 

telah menurunkan prospek perekonomian dunia, meningkatkan divergensi investasi dan 

perdagangan antara Negara maju dan Negara berkembang, serta mendorong makin tingginya 

ketidakpastian pasar keuangan global. Berbagai tantangan tersebut menuntut penguatan kerja 

sama internasional baik skala multilateral maupun regional untuk memitigasi risiko sedini 

mungkin  dampak rambatannya pada ketahanan perekonomian dan memperkuat pemulihan 

ekonomi global. 

Optimisme pemulihan pada awal 2023 berangsur meredup. Kenaikan permintaan, 

khususnya di sektor jasa, setelah pulihnya mobilitas manusia pasca-Covid-19 menghadapi 

keterbatasan sisi penawaran karena dampak luka memar (scarring effect) di sisi korporasi maupun 

pembatasan imigrasi dari kebijakan politik di sejumlah negara maju (Advanced Economies, AEs). 

Fragmentasi geopolitik-ekonomi juga meningkat dengan berlangsungnya perang Rusia di Ukraina 

yang menyebabkan keterbatasan pasokan serta tetap tingginya harga energi dan pangan global. 

Berlanjutnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berdampak 

pada penurunan tidak hanya ekspor-impor kedua negara tersebut, tetapi juga volume perdagangan 

dunia. Ketegangan Israel dan Palestina sejak awal Oktober 2023 menambah ketegangan geopolitik 

di Kawasan Timur Tengah dan juga dunia. Hal ini mengakibatkan proses pemulihan ekonomi 

global melambat, disertai dengan berlanjutnya tekanan inflasi karena harga energi dan pangan 

dunia, serta keketatan pasar tenaga kerja di sejumlah negara maju. Perlambatan ekonomi dunia 

juga disebabkan oleh pengetatan moneter yang harus ditempuh bank-bank sentral untuk 

menurunkan inflasi, dengan kenaikan suku bunga yang sangat tinggi di negara maju, khususnya 

AS. Melonjaknya utang pemerintah untuk membiayai ekspansi kebijakan fiskal di negara maju, 

khususnya AS, makin mendorong suku bunga dan kuatnya dolar AS di pasar keuangan global 

sehingga menarik aliran modal dunia dalam jumlah besar. Di negara Emerging Market and 

Developing Economies (EMDEs), otoritas moneter diharuskan memperkuat respons kebijakan 

untuk menjaga stabilitas eksternal dari dampak negatif rambatan global tersebut, termasuk 

pembalikan aliran investasi portofolio dan tingginya tekanan pelemahan  nilai tukar. Proses 

pemulihan ekonomi global juga dipengaruhi oleh permasalahan perubahan iklim, struktur 

demografi, dan digitalisasi.  Cuaca ekstrem dingin di Eropa pada awal tahun makin memperburuk 

dampak terbatasnya pasokan energi dan pangan akibat perang Rusia di Ukraina terhadap 

pemulihan ekonomi di kawasan itu. Sementara itu, kawasan Asia dilanda kekeringan akibat El 

Nino sehingga mengharuskan otoritas memastikan pasokan dan ketahanan pangan untuk 

mengatasi dampaknya terhadap inflasi dan pemulihan ekonomi. Tuntutan dari negara maju untuk 

segera menurunkan emisi karbon dengan gerakan ekonomi-keuangan hijau makin mempersempit 

ruang gerak negara EMDEs, khususnya dalam mendorong pembiayaan dan pertumbuhan 

ekonomi. Struktur demografi di banyak negara maju yang sebagian besar usia tua (aging 

population) kian memberikan beban pada anggaran fiskal pemerintahnya, sementara kenaikan 
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tabungan masyarakat makin terbatas. Negara EMDEs yang masih menikmati bonus demografi 

dari kalangan muda belum tentu dapat memanfaatkannya karena keterbatasan lapangan kerja 

maupun kemampuan teknis bekerja. Sementara itu, kecepatan digitalisasi di satu sisi memberikan 

peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti melalui digitalisasi UMKM, perbankan 

digital, dan financial technology (FinTech), kerja sama pembayaran antarnegara, teknologi 

blockchain dalam perdagangan internasional, hingga penggunaan Artificial Intelligence (AI) 

dalam berbagai aktivitas ekonomi-keuangan. Akan tetapi, di sisi lain, akselerasi digitalisasi juga 

menimbulkan permasalahan dengan maraknya perdagangan aset kripto, penggunaan AI dalam 

perdagangan pasar keuangan, hingga makin tingginya serangan siber. Kinerja dan prospek 

ekonomi global ke depan diwarnai oleh 5 (lima) karakteristik berikut ini yang perlu diwaspadai, 

diantisipasi, dan direspons secara tepat dengan penguatan sinergi kebijakan ekonomi nasional. 

Pertama, pertumbuhan ekonomi global diprakirakan melemah dan disertai divergensi 

pertumbuhan antarnegara yang makin melebar (divergent slow growth). Pemulihan ekonomi dunia 

diprakirakan akan memakan waktu yang lebih lama dan sulit untuk sepenuhnya kembali ke tingkat 

sebelum pandemi Covid-19. Kedua, meningkatnya ketegangan geopolitik mendorong harga energi 

tetap tinggi dan harga pangan meningkat sehingga mengakibatkan lambatnya penurunan inflasi 

global (gradual disinflation). Ketiga, untuk mengendalikan inflasi yang masih tinggi, suku bunga 

kebijakan moneter di negara maju, termasuk Federal Funds Rate (FFR), diprakirakan akan tetap 

bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (higher interest for longer). Kenaikan suku 

bunga global diprakirakan akan diikuti pada tenor jangka panjang dengan kenaikan yield obligasi 

pemerintah negara maju, khususnya AS (US Treasury), akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan 

utang pemerintah, dan kenaikan premi risiko jangka panjang (termpremia). Keempat, berlanjutnya 

arus modal keluar dari negara EMDEs ke negara maju dan ke aset yang lebih likuid (cash is the 

king) karena tingginya suku bunga negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global. 

Kelima, nilai tukar dolar AS yang masih akan tetap kuat (strong dollar) dan memberikan tekanan 

pelemahan terhadap berbagai mata uang dunia, termasuk EMDEs. Ketidakpastian ekonomi dan 

keuangan global makin tinggi seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, sehingga 

memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global 

terhadap ketahanan ekonomi domestik di negara-negara EMDEs, termasuk Indonesia. 

Perekonomian Indonesia tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan 

global. Perbaikan pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III 2023 terus berlanjut terutama 

ditopang oleh permintaan domestik, di tengah melambatnya kinerja sektor eksternal sejalan 

dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia. Di sisi permintaan domestik, konsumsi swasta 

tetap tumbuh kuat, termasuk konsumsi generasi muda, seiring dengan meningkatnya konsumsi di 

sektor jasa, masih tingginya keyakinan konsumen, terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang 

rendah, dan stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan 

sosial. Pertumbuhan investasi juga tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis 

Nasional (PSN) dan investasi nonbangunan. Sementara di sisi eksternal, pertumbuhan riil ekspor 

barang menurun seiring pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama, terutama 

Tiongkok, dan penurunan harga komoditas, sedangkan ekspor jasa tumbuh tinggi sejalan dengan 

kenaikan jumlah wisatawan mancanegara. Memasuki triwulan IV 2023, berbagai indikator terkini 

seperti penjualan eceran, indeks keyakinan konsumen, penjualan semen, dan Purchasing 

Manager’s Index (PMI) yang berada pada zona ekspansi mengonfirmasi berlanjutnya 
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pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tetap baiknya pertumbuhan ekonomi juga tecermin pada kinerja 

lapangan usaha (LU) utama seperti industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, dan LU yang 

terkait dengan jasa termasuk transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makan minum, serta 

informasi dan telekomunikasi. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan 

pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran 4,5-5,3% pada 2023, dan akan meningkat menjadi 

4,7-5,5% pada 2024 dan 4,8-5,6% pada 2025. Berlanjutnya perbaikan ekonomi pada 2024 

terutama didorong oleh permintaan domestik sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara 

(ASN), penyelenggaraan Pemilu, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). (Bank Indonesia : 

laporan Perekonomian Indonesia 2023) 

Perekonomian Jawa Tengah berhasil tumbuh 4,98 persen sepanjang tahun 2023. Badan 

Pusat Statistik (BPS) Jateng mencatat capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98 persen ini 

sedikit melambat bila dibandingkan perekonomian tahun 2022 yang tumbuh 5,3 persen.  Kepala 

BPS Jateng Dadang Hardiwan menyebut bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 

2022, ekonomi di triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 4,73 persen year on year (yoy). Menurut 

Dadang, dari sisi produksi pertumbuhan ekonomi Jateng didorong hampir semua lapangan 

usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang 

tumbuh sebesar 16,25 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami 

kenaikan paling tinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang 

melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,41 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan 

tertinggi dicapai lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,24 

persen. "Kalau dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat komponen pengeluaran 

konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 7,34 persen," 

ujar Dadang. 

Ditambahkan, secara struktur terlihat lapangan usaha industri pengolahan mendominasi 

ekonomi Jateng pada tahun kemarin dengan kontribusi hingga 34,03 persen. Sedangkan dari sisi 

pengeluaran, didominasi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) dengan 

kontribusi sebesar 60,90 persen. Dadang menjelaskan, struktur PDRB Jawa Tengah menurut 

lapangan usaha atas dasar harga berlaku secara kumulatif, sampai dengan Triwulan IV-2023 

tidak menunjukkan perubahan berarti. "Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi lapangan 

usaha industri pengolahan sebesar 34,03 persen, diikuti perdagangan besar-eceran, reparasi 

mobil dan sepeda motor sebesar 13,61 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,23 

persen serta konstruksi sebesar 11,22 persen," kata Dadang.  

Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jateng mencapai 72,09 

persen. Sementara itu dari 17 lapangan usaha, masih terdapat dua lapangan usaha lain yang 

mengalami kontraksi. Tercatat kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, 

kehutanan dan perikanan yang tumbuh negatif sebesar -4,63 persen. Dikuti oleh lapangan usaha 

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang mengalami kontraksi 

sebesar -0,49 persen. Dadang menyebutkan, struktur PDRB Jateng menurut pengeluaran atas 

dasar harga berlaku pada 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti.  Perekonomian 

Jateng masih didominasi komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jateng 

sebesar 60,90 persen dan diikuti komponen ekspor barang dan jasa termasuk Ekspor Antar 

Daerah sebesar 37,28 persen (Suara Merdeka, 20 Feb 2024) 
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2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN 

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu : “Menuju Jawa Tengah 

Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Sedangkan misi sebagai 

penjabaran visi diatas adalah : 

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Memperluas reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah 

Kabupaten/Kota; 

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi 

kemiskinan dan pengangguran; 

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai 

lingkungan. 

Selanjutnya visi dan misi tersebut diatas diimplementasikan ke dalam program kerja 

sebagai berikut : 

1. Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi, dan 

magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK; 

2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah dan guru mengaji; 

3. Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem 

layanan terintregasi; 

4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni; 

5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDesa dan pelatihan strartup 

untuk wirausaha muda; 

6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan 

nelayan; 

7. Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan 

embung/irigasi; 

8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegritas; 

9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah 

swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel; 

10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur oleh raga, rumah kebudayaan dan kepedulian 

lingkungan.  

Tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mendukung 

kepada upaya pencapaian visi, misi, serta program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode 

kepemimpinan Tahun 2018-2023 yaitu pada misi keempat “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih 

sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan” dan program ke sembilan “Rumah 

sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, 

pondok pesantren, madrasah dan difabel”. 

Kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah  ditujukan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik 

dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak keperdataan  rakyat 

serta mendinamisasikan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan 

prinsip-prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem 
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penyelenggaraan kearsipan Nasional yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan sistem kearsipan 

di daerah. 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan dan pelaksaaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan 

berkewajiban memberdayakan Lembaga Kearsipan dan Perpustakaan antara lain meningkatkan 

pelayanan  arsip dan perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil 

penelitian dan penemuan lainnya kepada masyarakat, Untuk menunjang tugas pokok Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 3 Program dan 16 

Kegiatan serta 31 Sub Kegiatan dengan mendapatkan dana APBD sebesar Rp 34.396.906.000,- 

yang terbagi menjadi Belanja Operasi Rp 33.632.716.000,- dan Belanja Modal Rp764.190.000,-

sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023, program kegiatan yang 

dilaksanakan untuk menjawab permasalahan (Isu strategis ) penanganan/pelayanan kearsipan dan 

perpustakaan, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam program-program yang 

dilaksanakan dapat disampaikan sebagai berikut : 

 

1. Program  ( Non Urusan ) 

 Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 7 kegiatan dan 

19 sub kegiatan. 

 

2. Program  ( Bidang Perpustakaan) 

 Program Pembinaan Perpustakaan yang terdiri dari 4 kegiatan dan 8 Sub kegiatan. 

 

3. Program  ( Bidang Kearsipan) 

 Program Pengelolaan Arsip yang terdiri dari 5 kegiatan dan 4 Sub kegiatan. 
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BAB 3 

IKHTISAR  PENCAPAIAN  KINERJA KEUANGAN OPD 

 

 

3.1.  IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA 

UMUM. 

3.1.1  PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Penerimaan Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sesuai Dokumen 

Pelaksanan Anggaran Murni (DPA) sebesar Rp 90.000.000,- dan sesuai Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 90.000.000,- 

Capaian kinerja Penerimaan Asli Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi 

Jawa Tengah secara keseluruhan sebagai sumber PAD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 

Realisasi Penerimaan Pendapatan retribusi selama tahun anggaran 2023 sebesar Rp 

73.523.500,-  atau 81,69 %  dari target sebesar Rp 90.000.000,-  sehingga ada kekurangan 

target sebesar Rp 16.476.500,-  atau 18,31 % sedangkan perbandingan Capaian Kinerja 

Pendapatan tahun anggaran 2023 dengan tahun anggaran 2022 sebagaimana ditunjukan 

dalam gambar 1. sebagai berikut : 

 

GAMBAR  1. 

CAPAIAN KINERJA PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI 

TAHUN ANGGARAN 2023 DAN 2022 ( RIBUAN RUPIAH) 

 

 
 

 
Grafik diatas menggambarkan bahwa pendapatan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan  

Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut :  

Target pendapatan retribusi setelah perubahan tahun 2022 sebesar Rp 65.000.000,-  

sedangkan tahun 2023 sebesar Rp 90.000.000,- terdapat kenaikan target dibandingkan tahun 

2022. 

Realisasi penerimaan pendapatan retribusi tahun 2022 sebesar Rp 69.276.500,-  

sedangkan tahun 2023 sebesar Rp 73.523.500,- sehingga mengalami kenaikan penerimaan 

pendapatan sebesar Rp 16.476.500,- atau 6,13 % dibandingkan tahun 2022. 
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Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Retribusi Tahun 2023 sebesar Rp 

73.523.500,- atau 81,69 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp 90.000.000,-  dengan 

rincian sebagai berikut  (lihat tabel 1). 

  Tabel 1 
Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi TA 2023 

 
 

NO Uraian Jenis Belanja Anggaran 
Realisasi 
Belanja 

(%) 

1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 90.000.000 70.773.500 78,64 

a Sewa Lahan Parkir 24.000.000 24.000.000 100,00 

b Sewa Gedung Kantin 18.000.000 22.620.000 125,67 

c Denda Keterlambatan Pengembalian Buku 18.500.000 7.912.500 42,77 

d Bebas Pinjam Peprustakaan 5.100.000 4.749.000 93,12 

e Fotocopy Arsip (mahasiswa) 7.500.000 3.927.800 52,37 

f Fotocopy Arsip (umum) 10.200.000 5.064.200 49,65 

g Reproduksi Arsip Foto 6.700.000 2.500.000 37,31 

2 Penerimaan Lain-lain OPD - 2.750.000  

 JUMLAH 90.000.000 73.523.500 81,69 

 JUMLAH TOTAL PENERIMAAN 90.000.000 73.523.500 81,69 

 

 

Realisasi penerimaan pendapatan retribusi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi 

Jawa Tengah kurang target yaitu sebesar 81,69 % atau Rp 73.523.500,-  dari target sebesar 

Rp 90.000.000,- Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target yang telah ditetapkan,antara 

lain :  

a. Tahun 2023 pemakaian ruangan hitungan sewa nya berubah per meterᶟ. 

b. Fotocopy arsip sudah tidak banyak pengguna arsip yang memanfaatkan dan pemustaka 

sudah banyak yang memanfaatkan fasilitas ebook. 

 

 3.1.2 CAPAIAN KINERJA BELANJA 

 

Struktur Belanja Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah  

tahun anggaran 2023 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp 

37.425.318.000,- dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 

34.396.906.000,- berkurang sebesar Rp. 3.028.412.000,- atau  8,11 persen Anggaran Belanja 

Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah  sesuai DPA dan DPPA 

TA 2023  terdiri dari (Lihat tabel 2) : 

 
Tabel 2 

STRUKTUR BELANJA DAERAH  
ANGGARAN MURNI DAN PERUBAHAN  

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

NO URAIAN MURNI PERUBAHAN 

1 BELANJA DAERAH 37.425.318.000 34.396.906.000 

    

A Belanja Operasi 36.661.628.000 33.632.716.000 

 Belaja Pegawai (gaji dan tunjangan) 29.945.892.000 26.908.480.000 

 Belanja Barang dan Jasa 6.715.736.000 6.724.236.000 

    

B Belanja Modal 763.690.000 764.190.000 
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Realisasi Belanja Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa TengahTahun 

Anggaran 2023 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar 98,06 

persen yaitu Realisasi Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 33.728.903.970,- dari target 

yang dianggarkan sebesar Rp 34.396.906.000,- Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 

Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ditunjukan 

dalam tabel 3. 

Tabel 3 
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023 

 

No Uraian Jenis Belanja Anggaran Realisasi Belanja (%) 

1 Belanja Daerah 34.396.906.000 33.728.903.970 98,06 

 Belanja Operasi 33.632.716.000 32.967.187.797 98,02 

    Belanja Pegawai 26.908.480.000 26.314.408.703 97,79 

    Belanja Barang dan Jasa 6.724.236.000 6.652.779.094 98,94 

     

2 Belanja Modal 764.190.000 761.716.173 99,68 

    Belanja Modal 764.190.000 761.716.173 99,68 

     

 Jumlah Belanja Daerah 34.396.906.000 33.728.903.970 98,06 

 

Perbandingan capaian kinerja belanja daerah tahun anggaran 2023 dan 2022 sebagai 

mana ditunjukan dalam tabel 4. 

Tabel 4 
Perbandingan realisasi Belanja TA 2023 dan 2022 

 

NO Uraian Jenis Belanja 

Realisasi Belanja (Rp) Naik/ (Turun) 

TA 2023 TA 2022           Rp    % 

 Belanja Daerah 
Belanja Operasi 
Belanja Pegawai 
Belanja Barang dan Jasa 
 

 
32.967.187.797 
26.314.408.703 
6.652.779.094 

 

 
29.928.017.855 
25.451.471.122 
4.476.546.733 

 

             3.039.169.942 
862.937.581 

2.176.232.361 

10,15 
3,39 

48,61 

  
 Belanja Modal 

   Belanja Modal 
 

761.716.173 
761.716.173 

44.048.726 
44.048.726 

                717.667.447 
717.667.447 

1.630 
1.630 

 
Jumlah 33.728.903.970 29.972.066.581            3.756.837.389  12,53 

 

3.1.3 REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA BELANJA BERDASARKAN  SAP 

( Standar Akuntansi Pemerintah ) 

 

Dalam penyusunan pertanggungjawaban APBD berpedoman pada Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) maka perlu dilakukan konversi semua realisasi belanja tersebut diatas, 

sesuai ketentuan SAP untuk itu realisasi belanja dikelompokan sesuai proporsi belanja 

sebagai mana ditunjukan dalam tabel 5 dan 6. 

Tabel 5 
Proporsi Belanja 

Tahun Anggaran 2023 

 

NO 

 

 
Uraian Jenis Belanja 

 
Anggaran 

 
Realisasi Belanja 

 
(%) 

 
 
1 
 
2 

Belanja Daerah 
 
Belanja Operasional 
 
Belanja Modal 
 

 
 

33.632.716.000 
 

764.190.000 

 
 

32.967.187.797 
 

761.716.173 
 

 
 

98,02 
 

99,68 

  
Jumlah Belanja Daerah 34.396.906.000 33.728.903.970 98,06 
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Pada gambar tersebut diatas adalah Proporsi Belanja setelah dilakukan konversi yang 

disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ). 

Realisasi Belanja  Daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp 33.728.903.970,- atau 98,06 persen 

dari anggaran sebesar Rp 34.396.906.000,-  realisasi belanja terdiri dari: Belanja Operasional 

sebesar Rp 32.967.187.797,-  atau  98,02  persen,  sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar 

Rp 761.716.173,- atau 99,68 persen. 

 

3.1.3.2 Capaian Target Kinerja Belanja Operasional. 

 
Tabel  6 

Proporsi Belanja Operasi 
Tahun Anggaran 2023 

 

NO 

 

 
Uraian Jenis Belanja 

 
Anggaran 

 
Realisasi Belanja 

 
(%) 

 
1 
 
 

 
Belanja Operasional 
  Belanja Pegawai 
  Belanja Barang dan Jasa 

 
 

26.908.480.000  
6.724.236.000 

 

 
 

26.314.408.703 
6.652.779.094 

 

 
 

97,79 
98,94 

 

  
Jumlah Belanja Operasional 

 
33.632.716.000 

 
32.967.187.797 

 
98,02 

 
Realisasi Belanja Operasional  tahun 2023 adalah sebesar Rp 32.967.187.797,- atau 98,02 

persen  dengan rincian  sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar Rp 26.314.408.703,- atau 

97,79 persen, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 6.652.779.094,-  atau 98,94 persen,   

Capaian Kinerja Belanja Operasional tahun anggaran 2022 dapat kami Gambarkan grafik 

dibawah ini (Gambar 2) 

 

GAMBAR 2 

PENCAPAIAN KINERJA BELANJA OPERASIONAL 

TAHUN ANGGARAN 2023 

( DALAM RIBUAN RUPIAH) 
 

 
 
 

Sedangkan Perbandingan Capaian Kinerja Belanja Operasional Tahun Anggaran 2022 dan 

Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Gambar Grafik dibawah ini (Gambar 3).  
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GAMBAR 3 

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA BELANJA OPERASIONAL 

TA 2023 DAN TA 2022 

( DALAM RIBUAN RUPIAH ) 
 

 
Gambar 3 Adalah Perbandingan kinerja belanja operasional Tahun Anggaran 2023 dan 2022 

ditunjukan sebagai berikut:  

a. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 25.451.471.122,-  

dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 26.314.408.703,- ada Kenaikan sebesar 

Rp 862.937.581,- atau 3,39 persen. 

b. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 4.476.546.733,-

dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6.652.779.094,- ada Kenaikan sebesar 

Rp 2.176.232.361,- atau 48,61 persen. 

 

3.1.3.2 Capaian Target Kinerja Belanja Modal. 
 

Tabel 7 
Capaian Kinerja Belanja Modal TA 2023 

 

NO 

 

 
Uraian Jenis Belanja 

 
Anggaran 

 
Realisasi Belanja 

 
(%) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Belanja Tanah 
Belanja Peralatan dan Mesin 
Belanja Gedung dan Bangunan 
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi 
Belanja Aset Tetap Lainnya 
Belanja Aset Tidak Berwujud 

- 
337.190.000 

- 
- 

427.000.000 
- 

- 
335.123.000 

- 
- 

426.593.173 
- 

- 
99.39 

- 
- 

99,90 
- 

  
Jumlah 

 
764.190.000 

 
761.716.173 

 
99,68 

 

 
Tabel diatas menggambarkan Capaian Kinerja Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 

Realisasi sebesar Rp 761.716.173,- atau 99,68 persen dari Anggaran sebesar Rp 

764.190.000,-  sedangkan  untuk masing-masing capaian kinerja belanja modal yang terdiri 

dari : 

a. Capaian Kinerja Belanja Peralatan dan Mesin Realisasi sebesar  Rp 335.123.000,-  

atau  99.39 persen dari Anggaran sebesar Rp 337.190.000,- 

0
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b. Capaian Kinerja Belanja Aset Tetap Lainnya Realisasi sebesar Rp 426.593.173,- atau 

99,90 persen dari Anggaran sebesar Rp 427.000.000,- 

c. Capaian Kinerja Belanja Tanah, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, 

Jaringan dan Irigasi, dan Belanja Aset Tidak Berwujud sebesar Nihil. 

Tabel 8 
Perbandingan Capaian Kinerja Belanja Modal  TA 2022  dan 2023 

 

NO 

 
Uraian Jenis 

Belanja 

 
Realisasi Belanja (Rp) 

 
Naik/ (Turun) 

TA 2023 TA 2022 Rp % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

Belanja Tanah 
Belanja Peralatan dan Mesin 
Belanja Gedung dan Bangunan 
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi 
Belanja Aset Tetap Lainnya 
Belanja Aset Tidak Berwujud 
 

- 
335.123.000 

- 
- 

426.593.173 
- 
 

- 
7.996.000 

- 
- 

36.052.726 
- 
 

- 
327.127.000 

- 
- 

390.540.447 
- 
 

- 
4.091 

- 
- 

1.083 
- 
 

 
Jumlah 761.716.173 44.048.726 717.667.447 1.629 

 

Tabel 8 adalah Perbandingan Capaian Kinerja Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dengan 

Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut : 

a. Capaian Kinerja Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dibandingkan dengan 

Tahun  2023  ada Kenaikan sebesar  4.091 persen atau sebesar Rp 327.127.000,- 

b. Capaian Kinerja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dibandingkan dengan 

Tahun 2023 ada Kenaikan sebesar 1.083 persen atau sebesar Rp 390.540.447,-. 

c. Capaian Kinerja Belanja Tanah, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Jaringan 

dan Irigasi, Belanja Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebesar nihil. 

 

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET 

YANG TELAH DITETAPKAN. 

 

Beberapa permasalahan kinerja pengelolaan belanja OPD dalam pelaksanaanya adalah 

sebagai berikut :  

1. Pemustaka sudah banyak memanfaatkan fasilitas e-book sehingga denda keterlambatan 

sudah tidak ada. 

2. Pengguna arsip dari kalangan mahasiswa tidak banyak menggunakan scan / fotocopy 

untuk bahan kuliah. 

3. Pengunjung atau pengguna arsip dari kalangan umum hanya peneliti sehingga jumlah 

pengunjung sedikit. 

 

Ikhitisar realisasi capaian target program dan kegiatan pada Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 34.396.906.000,- realisasi Rp 

33.728.903.970,- atau 98,06 persen yang terdiri dari 3 program, 16 kegiatan dan 31 sub 

kegiatan sebagaimana ditunjukan dalam tabel 9 : 
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TABEL 9  
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Fungsi : Perpustakaan dan Kearsipan 

Sub Fungsi : Urusan Wajib  

Provinsi : Jawa Tengah 

 

No Program/Kegiatan 

Jumlah Realisasi Keterangan 
(Tidak 

Terserapnya 
Anggaran 
≤96%) 

Anggaran 
( Rp ) 

Realisasi 
( Rp ) 

Fisik 
(%) 

Keu 
( % ) 

A PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 

32.565.528.000 31.914.896.652 100 98,00  

 Sekretariat – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 32.565.528.000 31.914.896.652 100 98,00  

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah  

199.600.000 198.478.000 100 99,44  

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

163.100.000 161.983.650 100 99,32  

1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.500.000 36.494.350 100 99,98  

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  26.904.580.000 26.310.508.703 100 97,79  

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.701.180.000 26.107.858.703 100 97,78  

2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 203.400.000 202.650.000 100 99,63  

3 Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

64.400.000 64.336.313 100 99,90  

3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 64.400.000 64.336.313 100 99,90  

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.026.800.000 1.025.971.684 100 99,92  

4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 
Bangunan Kantor 

15.000.000 15.000.000 100 100  

4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.000.000 119.991.856 100 99,99  

4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39.800.000 39.729.250 100 99,82  

4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundangundangan 

23.000.000 23.000.000 100 100  

4.5 Penyediaan Bahan/Material 90.000.000 89.960.000 100 99,96  

4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu 209.000.000 208.984.238 100 99,99  

4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

530.000.000 529.306.340 100 99,87  

5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah  

336.190.000 334.633.000 100 99,54  

5.1 Pengadaan Mebel 175.000.000 175.000.000 100 100  

5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 161.190.000 159.633.000 100 99,03  

6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

3.246.232.000 3.197.555.102 100 98,50  

6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 10.000.000 100 100  

6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik 

1.123.632.000 1.085.955.728 100 96,65  

6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

6.000.000 6.000.000 100 100  

6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.106.600.000 2.095.599.374 100 99,48  

7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

787.726.000 783.413.850 100 99,45  

7.1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

787.726.000 783.413.850 100 99,45  

 

B PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 227.973.000 227.973.000 100 100  

 Bidang Pembinaan, Pengembangan dan 
Pengawasan Kearsipan 

227.973.000 227.973.000 100 100  
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1 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 112.200.000 112.200.000 100 100  

1.1 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 112.200.000 112.200.000 100 100  

2 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem 
Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 

115.773.000 115.773.000 100 100  

2.1 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan 
Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 

115.773.000 115.773.000 100 100  

C PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 292.010.000 291.031.500 100 99,66  

 Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip 292.010.000 291.031.500 100 99,66  

1 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 292.010.000 291.031.500 100 99,66  

1.1 Akuisisi,  Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip 
Statis 

292.010.000 291.031.500 100 99,66  

D PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 226.080.000 210.524.000 100 93,12  

 Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip 226.080.000 210.524.000 100 93,12  

1 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 226.080.000 210.524.000 100 93,12  

1.1 Akuisisi,  Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip 
Statis 

226.080.000 210.524.000 100 93,12  

E PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 207.175.000 207.074.390 100 99,95  

 Bidang Pengembangan Perpustakaan 207.175.000 207.074.390 100 99,95  

1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 136.076.000 135.982.190 100 99,93  

1.1 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah 
Provinsi 

62.384.000 62.369.340 100 99,98  

1.2 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan 
Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 

73.692.000 73.612.850 100 99,89  

2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 
Provinsi 

71.099.000 71.092.200 100 99,99  

2.1 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan 
Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan 
Khusus serta Masyarakat 

61.939.000 61.932.200 100 99,99  

2.2 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 9.160.000 9.160.000 100 100  

F PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 878.140.000 877.404.428 100 99,92  

 Bidang Pengelolaan Perpustakaan 878.140.000 877.404.428 100 99,92  

1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 878.140.000 877.404.428 100 99,92  

1.1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan 
Perpustakaan Elektronik 

106.030.000 105.908.275 100 99,89  

1.2 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan 
Tingkat Daerah Provinsi 

45.810.000 45.810.000 100 100  

1.3 Pengembangan Peprustakaan Deposit 242.300.000 242.193.430 100 99,96  

1.4 Pengelolaan dan Pengembangan Bahasa Pustaka 484.000.000 483.492.723 100 99,90  

 JUMLAH 34.396.906.000 33.728.903.970 100 98,06  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan atas Laporan Keuangan 
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BAB 4 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

Kebijakan Akuntansi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mengacu pada 

Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)  dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 

75 tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Undang-undang No. 

17 Tahun 2003 diamanatkan bahwa pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan 

pertanggungjawabannya diakui dan diukur dengan basis akrual, yang dimaksud dengan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD adalah laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri 

dari laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK) yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. 

Pada tahun 2005 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), peraturan ini berlaku untuk Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk 

Laporan Keuangan. SAP menganut basis Kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, 

sedangkan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis 

tersebut dipilih untuk dapat menyusun Neraca dengan menggunakan basis akrual, basis ini disebut dengan 

basis kas menuju akrual (cash towards accrual), dengan pendekatan penyusunan Neraca berdasarkan basis 

akrual sedangkan penyusunan LRA dan LAK berdasarkan basis Kas.  

 

4.1. ENTITAS AKUNTASI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 

1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, Catatan atas 

laporan keuangan dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama. Komponen 

pokok laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, 

dan Catatan atas Laporan Keuangan 

2. Entitas Pelaporan 

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah 

setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

 

4.2. BASIS  DAN  PRINSIP  AKUNTANSI  YANG  MENDASARI PENYUSUNAN  LAPORAN 

KEUANGAN OPD 

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam 

Laporan Realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam 

neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas 

di terima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan belanja serta pengeluaran 

pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk neraca 

berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, 

atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 
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Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2023 menggunakan 

basis Kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, sedangkan basis akrual untuk 

pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis tersebut dipilih untuk dapat 

menyusun Neraca dengan menggunakan basis akrual, basis ini disebut dengan basis kas menuju 

akrual (cash towards accrual), dengan pendekatan penyusunan Neraca berdasarkan basis akrual 

sedangkan penyusunan LRA dan LAK berdasarkan basis Kas. Komponen laporan keuangan 

pemerintah untuk entitas akuntansi (OPD) terdiri dari: Laporan Realisasi anggaran (LRA), Neraca, 

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan 

(Calk). 

 

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

OPD 

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS 

1. Pengertian Kas dan Setara Kas 

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan 

setara kas yang dikelola oleh Bendahara OPD, 

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk 

membiayai kegiatan pemerintah, 

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap 

dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai 

masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehan, 

Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya 

dilakukan oleh OPD terdiri dari : 

a. Kas di kas daerah 

Kas di kas daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah 

berdasarkan nilai nominal 

b. Kas di bendahara pengeluaran  

Kas di Bendahara Pengeluaran/ Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung 

jawab dikelola oleh Bendahara Pengeluaran / Pemegang Kas yang berasal dari sisa Kas 

PK yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bandahara 

Pengeluaran/ pemegang kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas  di 

Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai 

nominal. 

c. Kas di bendahara penerimaan 

Kas di bendahara penerimaan merupakan kas yang menjadi tanggungjawab dikelola 

oleh bendahara penerimaan, Kas di bendahara penerimaan diakui pada saat diterima 

atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal. Kas dibendahara penerimaan berasal dari 

seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya baik penerimaan Kas, Transfer 

maupun Surat berharga 

2. Pengakuan 

Kas dan setara kas diakui pada saat : 

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan 

b. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah 
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3. Pengukuran 

Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. 

Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca 

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 

4. Penyajian dan Pengungkapan. 

Kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan LAK 

Saldo Kas dari pengembalian belanja yang belum disetorkan ke kas daerah pada akhir tahun 

anggaran dicatat sebagai kas dan setara kas lainnya dengan akun lawannya pendapatan 

ditangguhkan pada tahun anggaran berjalan (TAB). Dalam hal pengembalian belanja 

disetorkan pada tahun anggaran berikutnya maka OPD mencatat Pendapatan Lain-lain LRA 

atau Pendapatan Lain-lain LO. 

  

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI 

 
Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti 

bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, 

Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka pendek dan jangka 

panjang  

1. Investasi Jangka Pendek 

a. Pengertian Investasi Jangka Pendek 

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan 

untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek diakui 

berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan 

investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual 

beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. 

Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai 

nomimal deposito tersebut. 

b. Pengakuan 

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerima hibah dalam bentuk investasi dan perubahan 

piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila 

memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial 

di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang, dan nilai perolehan atau nilai wajar 

investasi dapat diukur secara memadai (reliable). 

c. Pengukuran 

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan, 

(Harga transaksi investasi di tambah biaya-biaya lain-lain yang berkaitan/timbul dalam 

rangka perolehan tersebut). Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham (deposito) 

dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut dan apabila dalam bentuk mata uang 

asing disajikan pada neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral 

pada tanggal pelaporan. 
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d. Penyajian/Pengungkapan 

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di Neraca, sedangkan hasil dari 

investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. 

 

2. Investasi Jangka Panjang. 

a. Pengertian Investasi Jangka Panjang 

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 

bulan, investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu : 

1. Investasi Permanen. 

Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk 

dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik 

kembali tapi untuk mendapatkan diveden/atau pengaruh yang signifikan dalam 

jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan, berupa penyertaan modal 

pada perusahaan daerah dan badan lainnya. 

2. Investasi Non Permanen. 

Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya 

berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki 

terus menerus atau ada niat untuk memperjual belikan atau menarik kembali. 

b. Pengakuan 

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan konversi 

piutang atau aset lain menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang 

apabila memenuhi kriteria mempunyai manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa 

potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh 

pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan dan nilai perolehan atau nilai wajar 

investasi dapat diukur secara andal. 

c. Pengukuran 

Metode yang digunakan untuk menilai investasi pemerintah adalah : 

Metode biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi 

tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya 

investasi pada badan usaha/badan hukun yang terkait. 

Metode Ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan 

ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal 

perolehan. 

Metode Nilai bersih yang dapat direalisasikan, metode ini diterapkan untuk investasi non 

permanen berbentuk dana bergulir 

d. Penyajian/Pengungkapan 

Investasi jangka panjang disajikan pada Neraca menurut jenisnya,baik yang bersifat non 

permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan 

tertagih/terealisasi disajikan sebagai pengurangan investasi jangka panjang non 

permanen. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat kurang 

dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi 

non permanen pada aset lancar. Hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui 
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sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil investasi 

yang masih terutang disajikan sebagai piutang pada Neraca. 

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG 

 

1. Pengertian Piutang 

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah dan/atau hak 

pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, 

yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 ( dua belas ) bulan sejak tanggal 

pelaporan. Jenis-jenis piutang adalah sebagai berikut : 

a. Piutang Pendapatan, 

b. Belanja dibayar dimuka, 

c. Bagian lancar piutang jangka panjang, 

d. Bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), dan  

e. Piutang Lainnya. 

2. Pengakuan 

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah karena adanya 

tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintah dan kerugian daerah 

serta transaksi lainnya. Secara umum pengakuan piutang harus didahului dengan pengakuan 

terhadap pendapatan. Untuk dapat diakuinya sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria ; 

telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah 

dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. 

3. Pengukuran 

Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat 

penagihan, dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan 

4. Penyajian dan Pengungkapan 

Piutang disajikan pada pos aset lancar di Neraca menurut jenis-jenis piutang, penyisihan 

piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam Neraca dan sebagai pengurangan atas 

jumlah piutang. 
 

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN 
 

1. Pengertian Persediaan 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan 

untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan 

untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan 

sifat pemakaiannya barang persediaan dapat terdiri dari : 

a. Bahan habis pakai; 

b. Bahan/Material. 

2. Pengakuan 

Persediaan diakui pada saat : 

Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya 

yang dapat diukur dengan andal, dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau 

kepenguasaanya berpindah. Metode penilaian persediaan menggunakan harga perolehan 

terakhir, Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim 
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dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap 

paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Pada akhir 

periode pelaporan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik, 

inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai. Persediaan dalam kondisi 

rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. 

3. Pengukuran 

Persediaan disajikan sebesar : 

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya perolehan persediaan meliputi : 

Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara 

langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. 

Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan : Potongan harga dan rabat dan lainnya 

yang serupa 

a. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok 

produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang 

diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. 

b. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya, persediaan yang 

dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi 

harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan 

persediaan tersebut. 

4. Penyajian dan Pengungkapan 

Persediaan disajikan di Neraca pada bagian Aset Lancar. 

 

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP. 

1. Pengertian Aset Tetap. 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat 

2. Jenis-jenis Aset Tetap 

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam 

aktivitas operasi entitas sebagai berikut : 

a. Tanah. 

Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai 

b. Peralatan dan Mesin 

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermontor, alat elektronik, inventaris kantor, dan 

peralatan lainnya yang nilainya signifikan(memenuhi batasan nilai satuan minimal 

kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap 

pakai. 

c. Gedung dan Bangunan 

Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai 

dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. 

d. Jalan,Irigasi dan Jaringan. 
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Mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki 

dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan 

jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum. 

e. Aset Tetap Lainnya. 

Mencakup Aset tetap yang tidak dapat dikelompokan ke dalam kelompok aset tetap 

diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan 

dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam katagori Aset Tetap Lainnya antara 

lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, 

hewan,ikan dan tanaman. 

f. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP). 

Mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal 

pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Kontruksi dalam pengerjaan mencakup 

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset 

tetap lainnya, yangproses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu 

periode waktu tertentu dan belum selesai. 

3. Pengakuan. 

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya 

dapat diukur dengan andal, Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah 

diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaanya berpindah. 

4. Pengukuran 

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu 

aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan 

pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas 

yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset 

pada saat perolehan atau kontruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat 

yang siap untuk digunakan. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal-

hal sebagai berikut : 

a. Komponen biaya perolehan 

b. Pengeluaran setelah tanggal perolehan 

c. Kontruksi dalam pengerjaan 

d. Perolehan secara gabungan 

e. Pertukaran 

f. Penyusutan 

g. Penghentian dan pelepasan 

h. Penilaian kembali 

i. Penyusunan Neraca awal 

5. Penyajian dan Pengungkapan 

Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi 

akumulasi penyusutan. 

 

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN 

1. Dana Cadangan 
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Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang 

memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dalam Peraturan Kepala 

Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. 

2. Pengakuan. 

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari Kas ke Dana Cadangan. 

3. Pengukuran 

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke Dana 

Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah 

merupakan penambahan Dana Cadangan. 

4. Pengungkapan 

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya 

dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK . Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana 

cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Asli Daerah Lainnya, 

kemudian ditambahkan dalam dana cadangan dengan mekanisme pembentukan dana 

cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut hal ini perlu 

diungkapkan dalam CaLK. 

 

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA 

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan 

dana cadangan. Aset Lainnya antara lain : 

1. Aset tak berwujud, 

2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah; 

3. Kemitraan dengan pihak ketiga; 

4. Kas yang dibatasi penggunaanya; dan 

5. Aset lain-lain. 

 

1. ASET TAK BERWUJUD.. 

a. Pengertian Aset tak berwujud 

Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan 

tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud merupakan bagian dari aset non lancar 

yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau 

yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria sebagai berikut : 

 Aset non moneter yang dapat diidentifikasi, 

 Dikendalikan oleh entitas pemerintah dan, 

 Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan, 

b. Pengakuan 

Untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud  maka suatu entitas harus dapat 

membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi :  

1) definisi dari aset tak berwujud; dan 

2) kriteria pengakuan, 

Sesuatu dapat diakui sebagai aset tak berwujud jika memenuhi kriteria sebagai berikut : 
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- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan 

atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir 

kepada/dinikmati oleh entitas; dan 

- Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. 

c. Pengukuran 

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang  harus dibayar 

entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset 

tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau 

jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas 

tersebut. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak 

berwujud yang dimiliki masa manfaat tak terbatas. Metode Amortisasi yang digunakan 

adalah metode garis lurus, metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-

masing periode dengan jumlah yang sama (rumus Nilai yang dapat disusutkan dibagi 

Masa manfaat) 

d. Penghentian dan Pelepasan 

Aset tak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung 

kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian pada saatnya suatu aset tak berwujud 

harus dihentikan dari penggunaannya, beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tak 

berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah atau berakhirnya masa manfaat 

aset tak berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum penghentian 

aset tak berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tersebut tidak lagi memiliki 

manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. 

e. Penyajian dang Pengungkapan 

Aset tak berwujud disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya. Hal-hal 

yang diungkapkan dalam laporan Keuangan atas aset tak berwujud antara lain sebagai 

berikut : 

1) Masa manfaat dan metode amortisasi; 

2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa aset tak berwujud; dan 

3) Penambahanmaupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk 

penghentian dan pelepasan aset tak berwujud. 

 

2. TAGIHAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH. 

a. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah 

Hak tagih pemerintah daerah atas kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan 

melanggar hukum atau kelalaian seseorang. 

b. Pengakuan, 

Tagihan tuntutan ganti rugi diakui pada saat terbitnya surat keterangan tanggungjawab 

mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara. 

c. Pengukuran 

Tagihan tuntutan ganti rugi diukur sebesar nominal yang tercantum dalam surat 

keterangan tanggungjawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian 

kerugian sementara. 

d. Pengungkapan 
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Tagihan tuntutan ganti rugi disajikan dalamNeraca sebagai bagian dari Aset Lainnya dan 

informasi yang perlukan diungkapkan dalam CaLK. 

 
3. ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 

a. Aset Kemitraan/Kerjasama  

Aset kemitraan/kerjasama adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk 

menyelenggarakan kegiatan kemitraan/kerjasama. Masa kemitraan/kerjasama adalah 

jangka waktu dimana pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian 

kemitraan/kerjasama. 

b. Pengakuan 

Aset kemitraan/kerjasama diakui pada saat terjadi perjanjian kemitraan/kerjasama, yaitu 

dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kemitraan/kerjasama, 

setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil 

kemitraan/kerjasama ditetapkan status penggunaanya oleh Pengelola Barang. 

c. Pengukuran 

Aset yang diserahkan oleh pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian 

kemitraan/kerjasama harus dicatat sebagai aset kemitraan/kerjasama sebesar nilai bersih 

yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang 

paling obyektif atau paling berdaya uji.Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan 

kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status 

penggunaanya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada 

saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. 

d. Penyajian dan Pengungkapan 

Aset kemitraan/kerjasama disajikan dalam Neraca sebagai aset lainnya. Setelah aset 

diserahkan dan ditetapkan penggunaanya, aset hasil kerjasama disajikan dalam Neraca 

dalam klasifikasi aset tetap. 

 

4. ASET LAIN-LAIN 

a. Aset Lain-lain 

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkaan 

dalam asset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, 

tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. 

b. Pengakuan 

Pengakuan asset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 

dan direklasifikasikan ke dalam asset lain-lain. 

c. Pengukuran 

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 

direklasifikasi ke dalam asset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang 

berasal dari reklasifikasi asset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan asset 

tetap. Proses penghapusan terhadap asset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak 

direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan. 

d. Penyajian dan Pengungkapan 

Aset lain-lain disajikan didalam kelompok asset lainnya dan diungkapkan secara 

memadai didalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-
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faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis asset tetap yang 

dihentikan penggunaanya, dan informasi lainnya yang relevan. 

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya 

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan 

menjadi dua kelompok yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 

1. Kewajiban Jangka Pendek 

a. Pengertian Kewajiban Jangka pendek 

Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dan 

masa pembayaran/pelunasan diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah 

tanggal pelaporan. Sedangkan jenis-jenis kewajiban jangka pendek terdiri dari : 

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga 

Merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan 

pemerintah sebagai pemotong pendapatan atau penerima iuran BPJS, Taspen dan 

Taperum. 

2) Utang Bunga 

Adalah kewajiban pemerintah atas beban bunga utang yang belum dibayar sampai 

dengan akhir periode pelaporan. 

3) Bagian Lancar Utang Jangka panjang 

Adalah bagian dari utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun 

luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua 

belas) bulan setelah tanggal Neraca. 

4) Pendapatan Diterima di Muka 

Adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima 

barang/jasa/uang, namun pemerintah belum menyerahkan barang/Jasa kepada pihak 

ketiga. 

5) Utang Beban 

Adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak 

pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan 

setelah diterimanya barang/jasa tersebut. 

6) Utang Jangka Pendek Lainnya 

Adalah utang yang tidak dapat dikategorikan dalam kelompok utang diatas. 

b. Pengakuan 

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber 

daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan 

pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai 

penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana 

pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan 

kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. 

c. Pengukuran 
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Kewajibanjangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajibanjangka pendek 

tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam 

mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca. 

 

d. Penyajian dan Pengungkapan 

Kewajiban jangka pendek harus disajikan dalam Neraca dan CaLK. 

 

2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

a. Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban jangka panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah dalam 

waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

b. Pengakuan 

Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber 

daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat 

pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang 

dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh 

pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat 

kewajiban timbul. 

c. Pengukuran 

Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka 

panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan 

dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal 

Neraca. 

d. Penyajian dan Pengungkapan 

Utang jangka panjang pemerintah harus diungkapkan dalam Neraca pada periode 

pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap 

dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam Neraca 

maka harus diungkapkan dalam CaLK. Informasi yang harus disajikan dalam CaLK 

antara lain meliputi : 

 Jumlah saldo kewajiban jangka panjang berdasarkan tipe pemberian pinjaman; 

 Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang 

pemerintah dan jatuh temponya; 

 Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran utang jangka panjang 

tersebut. 

 

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS. 

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban 

pemerintah. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo 

akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan perubahan ekuitas.Ekuitas disajikan 

dalam Neraca, Laporan perubahan Ekuitas, dan CaLK. 
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J. KEBIJAK AKUNTANSI PENDAPATAN. 

1. PENDAPATAN – LO 

a. Pendapat LO dan Pengakuan. 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak 

pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak 

pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi 

pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara 

lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut : 

1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui 

pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkanya 

surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang 

menunjukan pemerintah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. 

2) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah 

selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu 

setelah diserahterimakannya barang atau jasa dari pemerintah kepada pihak ketiga. 

3) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, 

diakui pada saat diterimanya kas atau asset non kas yang menjadi hak pemerintah 

tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. 

b. Pengukuran Pendapatan-LO 

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 

pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya ( setelah dikompilasikan dengan 

pengeluaran ). 

c. Penyajian dan Pengungkapan 

1) Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut 

sumber pendapatan; 

2) Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila Realisasi pendapatan-

LO dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal 

transaksi; 

3) Disamping disajikan pada LO, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian 

rupa pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan 

mengenai bentuk darai pendapatan. 

2. PENDAPATAN-LRA 

a. Pengertian Pendapatan-LRA 

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah 

Saldo anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi 

hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. 

b. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan LRA 
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Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima direkening kas 

umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapat BLUD diakui oleh pemerintah pada 

saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.  

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang 

masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu 

pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. 

c. Penyajian dan Pengungkapan 

Pendapatan-LRA disajikan pada LRA dan LAK. 

Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah, apabila penerimaan kas atas 

pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan 

dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan 

kurs pada tanggal transaksi. 

 

K. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN, BELANJA DAN TRANSFER 

1. BEBAN. 

a. Pengertian Beban 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi 

pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode 

pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi 

asset atau timbulnya kewajiban. 

b. Pengakuan dan Pengukuran 

1) Beban Operasional 

a) Beban Pegawai 

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk 

uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat Negara, pegawai negeri 

sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum 

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan 

pembentukan modal. 

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme 

UP/GU/TU atau LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme 

UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna 

anggaran. Sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme 

LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban 

pemerintah daerah. 

b) Beban Barang dan Jasa 

(1). Beban Persediaan 

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat 

barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan 

inventarisasi fisik sebagai pengurangan beban persediaan. 

(2). Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas 

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal 

yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan 
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peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari 

Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

 

(3). Beban Bunga Hutang 

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah daerah untuk 

membayar bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang 

termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan 

hibah yang diterima Pemerintah Daerah. Beban bunga meliputi beban 

bunga pinjaman dan beban bunga obligasi. Beban Bunga diakui pada saat 

bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan 

keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan 

walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. 

(4). Beban Subsidi 

Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang 

diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar 

harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. 

Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk 

memberikan subsidi telah timbul. 

(5). Beban Hibah 

Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau 

jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, 

masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan 

tidak mengikat. Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai 

nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam 

bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat 

terjadinya transaksi. Pada akhir tahun anggaran karena ketentuan 

perundang-undangan beban hibah tidak lagi disalurkan maka atas beban 

tersebut dikoreksi sebesar yang tidak dapat disalurlan. 

(6). Beban Bantuan Sosial 

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk 

uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif 

yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko 

sosial. Beban bantuan social dicatat sebesar nilai nominal yang tertera 

dalam dokumen keputusan pemberian bantuan social berupa uang atau 

dokumen pengadaan barang/jasa oleh pihak ketiga. Pada akhir tahun 

anggaran karena ketentuan perundang-undangan beban bantuan social tidak 

lagi disalurkan maka atas beban tersebut dikoreksi sebesar yang tidak dapat 

disalurkan. 

(7). Beban Penyusutan 

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah 

ditetapkan. 
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(8). Beban Amortisasi 

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah 

ditetapkan 

(9). Beban Piutang Tak Tertagih 

Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu : 

a. Metode Penyisihan Piutang 

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui beban piutang tak tertagih 

di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan. 

b. Metode Penghapusan Langsung 

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui beban piutang tak tertagih 

hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi. 

Beban piutang tak tertagih diukur dengan : 

a. Metode Penyisihan Piutang 

Beban piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya 

piutang yang kemungkinan tak tertagih. 

b. Metode Penghapusan Langsung 

Beban piutang tak tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar-

benar tidak dapat ditagih kembali 

2) Beban Transfer 

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk 

mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan 

pemerintah desa. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat 

timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir tahun anggaran 

terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah 

diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai 

beban. 

c. Penyajian dan Pengukuran 

Beban disajikan dalam LO entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis 

mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus 

diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan. 

2. BELANJA 

a. Pengertian Belanja 

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi 

saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

b. Pengakuan dan Pengukuran Belanja 

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus 

pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat 

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan bendahara umum daerah.  
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Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya surat pengesahan pendapatan dan belanja 

(SP2B) oleh BUD. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan 

tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan asas 

bruto. 

c. Penyajian dan Pengungkapan Belanja 

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam : 

1) LRA sebagai pengeluaran daerah; 

2) LAK masuk katagori aktivitas operasional; 

3) LAK masuk katagori aktivitas investasi; dan 

4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi. 

3. TRANSFER. 

a. Pengertian Transfer 

Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, antara 

lain bagi Hasil Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya serta 

Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. 

b. Pengakuan dan Pengukuran Transfer 

Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum 

daerah. Pengeluaran transfer keluar didasarkan pada nilai nominal yang tercantum dalam 

dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari kas daerah (SP2D). 

Terhadap pengeluaran transfer yang terdapat potongan maka pengakuan nilai transfer 

diakui sebesar nilai bruto. 

c. Penyajian dan Pengungkapan Transfer 

Transfer keluar disajikan sebagai berikut : 

1) LRA sebagai pengeluaran daerah, 

2) LAK yang dimasukan dalam katagori Arus Kas Keluar dari aktivitas operasional; 

dan 

3) CaLK 

 

L. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN (PENERIMAAN/PENGELUARAN) 

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun 

tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama 

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 

2. Jenis-jenis Pembiayaan : 

a. Penerimaan Pembiayaan 

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang 

perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan 

obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman 

yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan 

pencairan dan cadangan. 
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b. Pengeluaran Pembiayaan 

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang 

akan diterima kembali yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, 

penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode 

tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. 

3. Pengakuan 

Penerimaan pembayaran diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah atau 

pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembayaran oleh Bendahara Umum Daerah. 

Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum 

daerah. 

4. Pengukuran 

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan 

dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan 

dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs 

tengah bank sentral pada tanggal transaksi. 

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu 

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran). 

5. Penyajian dan Pengungkapan 

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA, LAK serta diungkapkan 

dalam CaLK. Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain : 

a. Informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan; 

b. Informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan; dan 

c. Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/pengeluaran pembiayaan 

berbeda. 

M. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI DAN PENGEMBALIAN 

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan 

keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan adalah 

penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang 

mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. 

Koreksi kesalahan ada beberapa macam. Berikut adalah beberapa macam koreksi kesalahan 

pada pemerintah daerah : 

1. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. 

2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang 

mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang 

bersangkutan dalam periode berjalan baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, 

maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 

3. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan 

mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, 

dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LO 

atau akun beban. 
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4. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali 

belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah 

posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan 

pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan 

kas dilakukan dengan pembetulan pada  akun soldo anggaran lebih. 

5. Koreksi kesalahan atas perolehan asset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada 

periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan 

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas 

dan akun asset bersangkutan.  

6. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan 

beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan 

tidak mempengaruhi secara material posisi asset selain kas,, apabila laporan keuangan 

periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-

lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan 

pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.  

7. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada 

periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan 

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas 

dan akun saldo anggaran lebih. 

8. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidakberulang yang terjadi pada 

periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan 

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas 

dan akun ekuitas. 

9. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang 

terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila 

laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada 

akun kas dan akun saldo anggaran lebih. 

10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan 

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas 

dan akun kewajiban bersangkutan. 

11. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak 

mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut 

diterbitkan , pembetulan dilakukan pada akun-akun Neraca terkait pada periode kesalahan 

ditemukan.  

12. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat 

terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi 

pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. Koreksi kesalahan yang 

berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK 

tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada 

CaLK. 
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4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG 

ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA OPD 

Kebijakan Akuntansi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provisi Jawa Tengah mengacu pada 

Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP )  dan Permendagri No. 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 

Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 75 tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Penyusunan Kebijakan akuntansi didasarkan pada : 

1. Kerangka Konseptual akuntansi pemerintah, Pernyataan Standarisasi Akuntansi Pemerintah 

(PSAP) dan Interprestasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP), 

2. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; dan 

3. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan, 

 

Penerapan Kebijakan Akutansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan untuk entitas akuntasi 

terdiri dari : 

1. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ), 

2. Neraca, 

3. Laporan Operasional ( LO ), 

4. Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ), dan 

5. Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK ) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan atas Laporan Keuangan 

 

 

BAB 5 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD 
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BAB 5 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD 

 
5.1  PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah TA 2023 dan Peraturan Daerah  Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Perubahan APBD TA 2023. Anggaran dan realisasi APBD TA 2023 adalah sebagai berikut: 

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah 

sebagai berikut: 

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH Rp 73.523.500,00 

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 73.523.500,- atau 

81,69 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 69.276.500,- mengalami kenaikan 

sebesar Rp 4.247.000 atau 6,13 % dengan rincian sebagai berikut : 

 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 
(Rp) 

2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 
Kenaikan/Penurunan 

(Rp) 

1 Pendapatan Asli daerah  90.000.000 73.523.500 81,69 69.276.500 4.247.000 

2 Pendapatan Transfer - - - - - 

3 
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang 
sah 

- - - - - 

 
Jumlah 90.000.000 73.523.500 81,69 69.276.500 4.247.000 

 

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 73.523.500,00 

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 73.523.500,- atau 

81,69 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 69.276.500,- mengalami kenaikan 

sebesar Rp 4.247.000 atau 6,13 % dengan rincian sebagai berikut : 

 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 
(Rp) 

2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 
Kenaikan/Penurunan 

(Rp) 

1 Pendapatan Pajak Daerah - - - - - 

2 Pendapatan Retribusi Daerah 90.000.000 70.773.500 78,63 42.465.500 28.308.000 

3 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 

- - - - - 

4 
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah 

- 2.750.000 100 26.811.000 (24.061.000) 

 
 Jumlah   90.000.000 73.523.500  81,69  69.276.500  4.247.000  

 

5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah Rp 70.773.500,00                                                    

Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp 90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 70.773.500,- 

atau 78,64 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 42.465.500,- mengalami 

kenaikan sebesar Rp 28.308.000,- atau 66,66%. Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa 

Tengah dengan rincian sebagai berikut: 
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Anggaran 
Setelah 

Perubahan 
(Rp) 

2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 
Kenaikan/Penurunan 

(Rp) 

1 Retribusi Jasa Umum - - - - - 

2 Retribusi Jasa Usaha 90.000.000 70.773.500 78,63 42.465.500 28.308.000 

3 Retribusi Perizinan Tertentu - - - - - 

 
Jumlah 90.000.000 70.773.500 78,63 42.465.500 28.308.000 

 

5.1.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rp 70.773.500,00   

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp 90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

70.773.500,- atau 78,64 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 42.465.500,- 

mengalami kenaikan sebesar Rp 28.308.000,- atau 66,66% dengan rincian sebagai berikut : 

 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 
(Rp) 

2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 
Kenaikan/Penurunan 

(Rp) 

1 
Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah 

90.000.000 70.773.500 78,63 42.465.500 28.308.000 

2 Retribusi Tempat Pelelangan - - - - - 

3 Retribusi Terminal - - - - - 

4 Retribusi Tempat 
Penginapan/Pesanggrahan/ Vila 

- - - - - 

5 Retribusi Rumah Potong Hewan - - - - - 

6 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - - - - - 

7 
Retribusi Tempat Rekreasi dan 
Olahraga 

- - - - - 

8 Retribusi Penyeberangan di Air - - - - - 

9 
Retribusi Penjualan Produksi Usaha 
Daerah 

- - - - - 

 
 Jumlah  90.000.000 70.773.500 78,63 42.465.500 28.308.000 

 

5.1.1.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp 70.773.500,00   

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp 90.000.000,- dengan realisasi 

sebesar Rp 70.773.500,- atau 78,64 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 

42.465.500,- mengalami kenaikan sebesar Rp 28.308.000,- atau 66,66% dengan rincian sebagai berikut: 

 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 
(Rp) 

2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 
Kenaikan/Penurunan 

(Rp) 

1 Retribusi Penyewaan Tanah dan 
Bangunan 

- - - - - 

2 Retribusi Penyewaan Tanah 24.000.000 24.000.000 100 10.431.000 13.569.000 

3 Retribusi Penyewaan Bangunan - - - - - 

4 Retribusi Pemakaian Laboratorium - - - - - 

5 Retribusi Pemakaian Ruangan 18.000.000 22.620.000 125,67 15.000.000 7.620.000 

5 Retribusi Pemakaian Kendaraan 
Bermotor 

- - - - - 

6 Retribusi Pemakaian Alat 48.000.000 24.153.500 50,32 17.034.500 7.119.000 

 
 Jumlah  90.000.000 70.773.500 78,63 42.465.500 28.308.000 

 

5.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 2.750.000,00                                                   

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Nihil dengan realisasi sebesar Rp 

2.750.000,- atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 26.811.000,- 

mengalami penurunan sebesar Rp 24.061.000,- atau 89,74 % dengan rincian sebagai berikut: 
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Anggaran 
Setelah 

Perubahan 
(Rp) 

2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 
Kenaikan/Penurunan 

(Rp) 

       1 Hasil Penjualan BMD Yang Tidak 
Dipisahkan - - - - - 

2 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar 
BMD yang Tidak Dipisahkan 

- - - - - 

3 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak 
Dipisahkan 

- - - - - 

4 Hasil Kerja Sama Daerah - - - - - 

5 Jasa Giro - - - - - 

6 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - - - - - 

7 Pendapatan Bunga - - - - - 

8 Penerimaan atas Tuntutan Ganti 
Kerugian Keuangan Daerah - - - - - 

9 Penerimaan Komisi, Potongan, atau 
Bentuk Lain 

- 2.750.000 100 26.811.000 24.061.000 

10 Penerimaan Keuntungan dari Selisih 
Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata 
Uang Asing 

- - - - - 

11 Pendapatan Denda atas 
Keterlambatan Pelaksanaan 
Pekerjaan 

- - - - - 

12 Pendapatan Denda Pajak Daerah - - - - - 

13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah - - - - - 

14 
Pendapatan Hasil Eksekusi atas 
Jaminan 

- - - - - 

15 Pendapatan dari Pengembalian - - - - - 

16 Pendapatan BLUD - - - - - 

17 Pendapatan Denda Pemanfaatan 
BMD yang tidak Dipisahkan 

- - - - - 

18 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
(FKTP) 

- - - - - 

19 Pendapatan Hasil Pengelolaan 
Dana Bergulir - - - - - 

20 Pendapatan Berdasarkan Putusan 
Pengadilan (Inkracht) 

- - - - - 

21 Pendapatan Denda atas 
Pelanggaran Peraturan Daerah 

- - - - - 

22 Pendapatan Zakat - - - - - 

23 
Pendapatan Dari Hasil Temuan 
Pemeriksa 

- - - - - 

24 Pendapatan Lain-Lain SKPKD - - - - - 

 
 Jumlah  - 2.750.000 100 26.811.000 24.061.000 

 

5.1.1.2.1 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp 2.750.000,00 

Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain ditargetkan sebesar Nihil dengan realisasi 

sebesar Rp 2.750.000,- atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 

26.811.000,- mengalami penurunan sebesar Rp 24.061.000,- atau 89,74 % dengan rincian sebagai berikut: 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan (Rp) 
2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 

Kenaikan/Penurunan 
(Rp) 

     
 

 
1 Pendapatan Penerimaan Komisi, 

Potongan, atau Bentuk Lain - 2.750.000 100 26.811.000 24.061.000 

 
 Jumlah  - 2.750.000 100 26.811.000 24.061.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas ARPUS Prov. Jateng TA 2023  42 
 

5.1.2 BELANJA DAERAH Rp 33.728.903.970,00 

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp 34.396.906.000,- dengan realisasi sebesar Rp 33.728.903.970,- 

atau 98,06%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp  29.972.066.581,- mengalami 

kenaikan sebesar Rp 3.756.837.389,- atau 12,53 % dengan rincian sebagai berikut : 
 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 
(Rp) 

2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 
Kenaikan/ 

Penurunan (Rp) 

1 Belanja Operasional 33.632.716.000 32.967.187.797 98,02 29.928.017.855 3.039.169.942 

2 Belanja Modal 764.190.000 761.716.173 99,68 44.048.726 717.667.447 

3 Belanja Tidak Terduga - -  - - 

4 Belanja Transfer - -  - - 

 
 Jumlah  34.396.906.00  33.728.903.97  98,06 29.972.066.581  3.756.837.389 

 

5.1.2.1 BELANJA OPERASIONAL Rp 32.967.187.797,00  

Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp 33.632.716.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

32.967.187.797,- atau 98,02 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 

29.928.017.855,- mengalami kenaikan sebesar Rp 3.039.169.942,- atau 10,15 % dengan rincian sebagai 

berikut : 

 

 
Anggaran Setelah 
Perubahan (Rp) 

2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 
Kenaikan/ 

Penurunan (Rp) 

1 Belanja Pegawai 26.908.480.000 26.314.408.703 97,79 25.451.471.122 862.937.581 

2 Belanja Barang dan Jasa 6.724.236.000 6.652.779.094 98,94 4.476.546.733 2.176.232.361 

3 Belanja Bunga - - - - - 

4 Belanja Subsidi - - - - - 

5 Belanja Hibah - - - - - 

6 Belanja Bantuan Sosial - - - - - 

  Jumlah  33.632.716.000 32.967.187.797 98,02 29.928.017.855 3.039.169.942 

 

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp 26.314.408.703,00                                                   

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp 26.908.480.000,- dengan realisasi sebesar Rp 26.314.408.703,- 

atau 97,79 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp  25.451.471.122,- mengalami 

kenaikan sebesar Rp 862.937.581,- atau 3,39% dengan rincian sebagai berikut : 

 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan (Rp) 
2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 

Kenaikan/ 
Penurunan 

(Rp) 

1 
Belanja Gaji dan Tunjangan 
ASN 

12.734.238.000 12.289.742.954 96,51 12.707.886.878 (418.143.924) 

2 
Belanja Tambahan Penghasilan 
ASN 

13.966.942.000 13.818.115.749 98,93 12.533.815.244 1.284.300.505 

3 Tambahan Penghasilan 
berdasarkan Pertimbangan 
Objektif Lainnya ASN 

207.300.000 206.550.000 99,64 209.769.000 (3.219.000) 

4 
Belanja Gaji dan Tunjangan 
DPRD 

- - - - - 

5 
Belanja Gaji dan Tunjangan 
KDH/WKDH 

- - - - - 

6 Belanja Penerimaan Lainnya 
Pimpinan DPRD serta 
KDH/WKDH 

- - - - - 

7 Belanja Pegawai BOS - - - - - 

8 Belanja Pegawai BLUD - - - - - 

 
 Jumlah  26.908.480.000 26.314.408.703 97,79 25.451.471.122 862.937.581 
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5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp 12.289.742.954,00  

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp 12.734.238.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

12.289.742.954,- atau 96,51 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp  

12.707.886.878,- mengalami penurunan sebesar Rp 418.143.924,- atau 3,29% dengan rincian sebagai 

berikut : 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan (Rp) 
2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 

Kenaikan/ 
Penurunan (Rp) 

1 Belanja Gaji Pokok ASN 8.865.848.000 8.738.135.200 98,56 8.961.831.540 (223.696.340) 

2 
Belanja Tunjangan Keluarga 
ASN 

814.618.000 799.662.322 98,16 847.555.326 (47.893.004) 

3 
Belanja Tunjangan Jabatan 
ASN 

174.020.000 128.260.000 73,70 196.690.000 (68.430.000) 

4 
Belanja Tunjangan Fungsional 
ASN 

1.217.512.000 1.150.132.000 94,47 1.155.224.000 (5.092.000) 

5 
Belanja Tunjangan Fungsional 
Umum ASN 

153.580.000 149.360.000 97,25 146.575.000 2.785.000 

6 Belanja Tunjangan Beras ASN 457.856.000 440.965.380 96,31 449.293.680 (8.328.300) 

7 Belanja Tunjangan 
PPh/Tunjangan Khusus ASN 

120.242.000 91.149.354 75,80 100.526.656 (9.377.302) 

8 Belanja Pembulatan Gaji ASN 119.000 110.720 93,04 111.696 (976) 

9 
Belanja Iuran Jaminan 
Kesehatan ASN 

847.139.000 720.773.064 85,08 776.905.312 (56.132.248) 

10 Belanja Iuran Jaminan 
Kecelakaan Kerja ASN 

23.258.000 17.798.715 76,53 18.293.417 (494.702) 

11 
Belanja Iuran Jaminan 
Kematian ASN 

60.046.000 53.396.199 88,93 54.880.251 (1.484.052) 

 
 Jumlah  12.734.238.000 12.289.742.954 96,51 12.707.886.878 (418.143.924) 

 

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp 13.818.115.749,00  

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp 13.966,942.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

13.818.115.749,- atau 98,93 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 

12.533.815.244,- mengalami kenaikan sebesar Rp 1.284.300.505,-atau 10,25% dengan rincian sebagai 

berikut : 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 
(Rp) 

2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 
Kenaikan/ 
Penurunan 

(Rp) 

     
 

 
1 Tambahan Penghasilan berdasarkan 

Beban Kerja ASN 
13.966,942.000 13.818.115.749 98,93 12.533.815.244 1.284.300.505 

2 Tambahan Penghasilan berdasarkan 
Tempat Bertugas ASN 

- - - - - 

3 Tambahan Penghasilan berdasarkan 
Kondisi Kerja ASN 

- - - - - 

4 Tambahan Penghasilan berdasarkan 
Kelangkaan Profesi ASN 

- - - - - 

5 Tambahan Penghasilan berdasarkan 
Prestasi Kerja ASN 

- - - - - 

 
 Jumlah  13.966,942.000 13.818.115.749 98,93 12.533.815.244 1.284.300.505 

 

5.1.2.1.1.3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN  

Rp 206.550.000,00  

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp 

207.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp 206.550.000,- atau 99,64%, apabila dibandingkan realisasi tahun 

sebelumnya sebesar Rp 209.769.000,- mengalami penurunan sebesar Rp 3.219.000,- atau 1,53% dengan 

rincian sebagai berikut : 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 
(Rp) 

2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 
Kenaikan/Penurunan 

(Rp) 

       1 Belanja Insentif bagi ASN atas 
Pemungutan Pajak Daerah 

- - - - - 

2 Belanja bagi ASN atas Insentif 
Pemungutan Retribusi Daerah 

- - - - - 
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Anggaran 
Setelah 

Perubahan 
(Rp) 

2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 
Kenaikan/Penurunan 

(Rp) 

3 Belanja Tunjangan Profesi Guru 
(TPG) PNSD 

- - - - - 

4 Belanja Tunjangan Khusus Guru 
(TKG) PNSD 

- - - - - 

5 Belanja Tambahan Penghasilan 
(Tamsil) Guru PNSD 

- - - - - 

6 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 
bagi ASN 

- - - - - 

7 Belanja Honorarium 207.300.000 206.550.000 99,64 209.769.000 3.219.000 

8 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 
- - - - - 

 
 Jumlah  207.300.000 206.550.000 99,64 209.769.000 3.219.000 

 

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 6.652.779.094,00                                                   

Belanja Barang dan Jasa Dianggarkan sebesar Rp 6.724.236.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

6.652.779.094,- atau 98,94%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 4.476.546.733,- 

mengalami kenaikan sebesar Rp 2.176.232.361,- atau 48,61% dengan rincian sebagai berikut : 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 
(Rp) 

2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 
Kenaikan/ 

Penurunan (Rp) 

1 Belanja Barang 1.204.463.000 1.203.514.909 99,92 557.663.792 645.851.117 

2 Belanja Jasa 3.676.605.000 3.626.534.265 98,64 3.307.087.866 319.446.399 

3 Belanja Pemeliharaan 611.226.000 607.710.150 99,42 219.416.000 388.294.150 

4 Belanja Perjalanan Dinas 1.156.442.000 1.155.019.770 99,88 356.079.075 798.940.695 

5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk 
Diberikan Kepada Pihak 
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 

75.500.000 60.000.000 79,47 36.300.000 23.700.000 

 
 Jumlah  6.724.236.000 6.652.779.094 98,94    4.476.546.733 2.176.232.361 

 

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang Rp 1.203.514.909,00 

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp 1.204.463.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.203.514.909,- atau 

99,92%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 557.663.792,- mengalami kenaikan 

sebesar Rp 645.851.117,- atau 115,81% dengan rincian sebagai berikut : 
 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 
(Rp) 

2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 
Kenaikan/ 
Penurunan 

(Rp) 

1 Belanja Bahan Pakai Habis 1.204.463.000 1.203.514.909 99,92 557.663.792 645.851.117 

2 Belanja Tak Habis Pakai - - - - - 

3 Belanja Bahan/Material - - - - - 

4 Belanja Cetak/Penggandaan - - - - - 

5 Belanja Makanan dan Minuman - - - - - 

6 Belanja Barang Bekas dipakai - - - - - 

 
 Jumlah  1.204.463.000 1.203.514.909 99,92 557.663.792 645.851.117 

 

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa Rp  3.626.534.265,00  

Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp 3.676.605.000,-  dengan realisasi sebesar Rp 3.626.534.265,- atau 

98,64%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 3.307.087.866,- mengalami 

kenaikan sebesar Rp 319.446.399,- atau 9,66% dengan rincian sebagai berikut : 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan (Rp) 
2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 

Kenaikan/ 
Penurunan (Rp) 

1 Belanja Jasa Kantor 3.413.477.000 3.374.162.428 98,85 3.219.621.123 154.541.305 

2 Belanja Iuran Asuransi 112.628.000 102.355.837 90,88 75.966.743 26.389.094 

3 Belanja Sewa Tanah - - - - - 

4 
Belanja Sewa Peralatan dan 
Mesin 

11.000.000 11.000.000 100 6.000.000 5.000.000 

5 
Belanja Sewa Gedung dan 
Bangunan 

- - - - - 



Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas ARPUS Prov. Jateng TA 2023  45 
 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan (Rp) 
2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 

Kenaikan/ 
Penurunan (Rp) 

6 
Belanja Sewa Jalan, Jaringan 
dan Irigasi 

- - - - - 

7 
Belanja Sewa Alat Tetap 
Lainnya 

- - - - - 

8 
Belanja Jasa Konsultansi 
Kontruksi 
 

139.500.000 139.016.000 99,65 - 139.016.000 

9 
Belanja Jasa Konsultansi Non 
Kontruksi 
 

- - - 5.500.000 (5.500.000) 

10 
Belanja Jasa Ketersediaan 
Layanan (Availibility Payment) 
 

- - - - - 

11 
Belanja Beasiswa Pendidikan 
PNS 

- - - - - 

12 
Belanja Sewa Perlengkapan dan 
Peralatan Kantor 

- - - - - 

 
 Jumlah  3.676.605.000 3.626.534.265 98,64 3.307.087.866 319.446.399 

 

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan Rp 607.710.150,00  

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp 611.226.000,- dengan realisasi sebesar Rp 607.710.150,- 

atau 99,42 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 219.416.000,- mengalami 

kenaikan sebesar Rp 388.294.150,- atau 176,97 % dengan rincian sebagai berikut : 

 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan (Rp) 
2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 

Kenaikan/ 
Penurunan (Rp) 

1 Belanja Pemeliharaan Tanah - - - - - 

2 
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin 

287.726.000 285.679.150 99,29 159.616.000 126.063.150 

3 Belanja Pemeliharaan Gedung dan 
Bangunan 

293.500.000 292.031.000 99,50 59.800.000 232.231.000 

4 Belanja Pemeliharaan Jalan, 
Jaringan, dan Irigasi 

30.000.000 30.000.000 100 - 30.000.000 

5 
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap 
Lainnya 

- -  -  

6 
Belanja Perawatan Kendaraan 
Bermotor 

- -  -  

 
 Jumlah  611.226.000  607.710.150  99,42 219.416.000  388.294.150 

 

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas Rp  1.155.019.770,00 

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp 1.156.442.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

1.155.019.770,- atau 99,88 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 356.079.075,- 

mengalami kenaikan sebesar Rp 798.940.695,- atau 224,37% dengan rincian sebagai berikut : 

 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 
(Rp) 

2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 
Kenaikan/ 

Penurunan (Rp) 

1 
Belanja Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri 

968.437.000 967.708.430 99,92 356.079.075 611.629.355 

2 
Belanja Perjalanan Dinas Luar 
Negeri 

188.005.000 187.311.340 99,63 - 187.311.340 

3 
Belanja Perjalanan Dinas Luar 
Daerah 

- - - - - 

 
 Jumlah  1.156.442.000 1.155.019.770 99,88 356.079.075 798.940.695 

 

5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak 

Lain/Masyarakat Rp 60.000.000,00  

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan 

sebesar Rp  75.500.000,-  dengan realisasi sebesar Rp 60.000.000,- atau 79,47%, apabila dibandingkan 

realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 36.300.000,-  mengalami kenaikan sebesar Rp 23.700.000,-  atau 

39,5% dengan rincian sebagai berikut : 
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Anggaran 
Setelah 

Perubahan 
(Rp) 

2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 
Kenaikan/Penurunan 

(Rp) 

1 Belanja Uang yang Diberikan 
Kepada Pihak Ketiga/Pihak 
Lain/Masyarakat 

75.500.000 60.000.000 79,47 33.300.000 26.700.000 

2 Belanja Jasa yang Diberikan kepada 
Pihak Ketigas/Pihak 
Lain/Masyarakat 

- - - 3.000.000 (3.000.000) 

 
 Jumlah  75.500.000 60.000.000  79,47 36.300.000 23.700.000 

 

5.1.3 BELANJA MODAL Rp 761.716.173,00 

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 764.190.000,- dengan realisasi sebesar Rp 761.716.173,- atau  

99,68%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 44.048.726,- mengalami kenaikan 

sebesar Rp 717.667.447,- atau 1.629,26% dengan rincian sebagai berikut : 

 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan (Rp) 
2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 

Kenaikan/ 
Penurunan 

(Rp) 

1 Belanja Modal Tanah - - - - - 

2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 337.190.000 335.123.000 99,39 7.996.000 327.127.000 

3 
Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan 

- - - - - 

4 
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 

- - - - - 

5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 427.000.000 426.593.173 99,90 36.052.726 390.540.447 

6 Belanja Modal Aset Lainnya - - - - - 

7 
Belanja Modal Alat Kantor dan 
Rumah Tangga 

- - - - - 

8 Belanja Modal Komputer - - - - - 

 
 Jumlah  764.190.000 761.716.173 99,68 44.048.726  717.667.447 

 

5.1.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 335.123.000,00                                                   

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp 337.190.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

335.123.000,- atau 99,39%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnyanya sebesar Rp 7.996.000,- 

mengalami kenaikan sebesar Rp 327.127.000,-  atau 4.091,13% dengan rincian sebagai berikut : 
 

 

 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 
(Rp) 

2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 
Kenaikan/Penurunan 

(Rp) 

1 Belanja Modal Alat Besar - - - - - 

2 Belanja Modal Alat Bantu - - - - - 

3 Belanja Modal Alat Angkutan - - - - - 

4 
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat 
Ukur 

- - - - - 

5 Belanja Modal Alat Pertanian - - - - - 

6 
Belanja Modal Alat Kantor dan 
Rumah Tangga 

179.600.000 179.562.000 99,98 3.996.000 175.566.000 

7 
Belanja Modal Alat Studio, 
Komunikasi, dan Pemancar 

4.660.000 4.660.000 100 - 4.660.000 

8 
Belanja Modal Alat Kedokteran dan 
Kesehatan 

- - - - - 

9 Belanja Modal Alat Laboratorium - - - - - 

10 Belanja Modal Komputer 151.930.000 150.411.000 99 4.000.000 146.411.000 

11 Belanja Modal Alat Eksplorasi - - - - - 

12 Belanja Modal Alat Pengeboran 1.000.000 490.000 49 - 490.000 

13 
Belanja Modal Alat Produksi, 
Pengolahan, dan Pemurnian 

- - - - - 

14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi - - - - - 

15 
Belanja Modal Alat Keselamatan 
Kerja 

- - - - - 

16 Belanja Modal Alat Peraga - - - - - 

17 
Belanja Modal Peralatan 
Proses/Produksi 

- - - - - 

18 Belanja Modal Rambu-rambu - - - - - 

19 Belanja Modal Peralatan Olahraga - - - - - 

20 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
BOS 

- - - - - 

 
 Jumlah  337.190.000 335.123.000 99,39 7.996.000  327.127.000 
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5.1.3.1.1  Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 179.562.000,00 

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp 179.600.000,- dengan realisasi 

sebesar Rp 179.562.000,- atau 99,98 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 

3.996.000,-  mengalami kenaikan  sebesar Rp 175.566.000,-  atau 4.393,54% dengan rincian sebagai 

berikut: 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan (Rp) 
2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 

Kenaikan/ 
Penurunan (Rp) 

1 Belanja Modal Alat Kantor - - - 3.996.000 (58.704.000) 

2 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.600.000 4.562.000- 100 - 4.562.000- 

3 Belanja Modal Meja dan Kursi 
Kerja/Rapat Pejabat 

175.000.000 175.000.000 100 -  175.000.000 

 
 Jumlah  179.600.000 179.562.000 99,98 3.996.000 175.566.000 

 

 

5.1.3.1.2 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp 4.660.000,- 

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp 4.660.000,- dengan 

realisasi sebesar Rp 4.660.000,- atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar nihil  

mengalami kenaikan  sebesar Rp 4.660.000,-  atau 100% dengan rincian sebagai berikut: 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan (Rp) 
2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 

Kenaikan/ 
Penurunan (Rp) 

1 
Belanja Modal Peralatan Studio 
Audio 

4.660.000 4.660.000 100 - 4.660.000 

 
 Jumlah  4.660.000 4.660.000 100 - 4.660.000 

 

5.1.3.1.3 Belanja Modal Komputer Rp150.411.000,00 

Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp 151.930.000,- dengan realisasi sebesar Rp 150.411.000,- 

atau 99 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 4.000.000,- mengalami kenaikan 

sebesar Rp 146.411.000,- atau 3.660,3% dengan rincian sebagai berikut : 

 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan (Rp) 
2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 

Kenaikan/ 
Penurunan (Rp) 

1 Belanja Modal Komputer Unit 146.930.000 146.461.000 99,68 - 146.461.000 

2 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.000.000 3.950.000 79 4.000.000 (50.0000) 

 
 Jumlah  151.930.000 150.411.000 99 4.000.000 146.411.000 

 

5.1.3.1.4 Belanja Modal Alat Pengeboran Rp 490.000,-                                                  

Belanja Modal Alat Pengeboran dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

490.000,- atau 49 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar nihil mengalami kenaikan 

sebesar Rp 490.000,- atau 100% dengan rincian sebagai berikut : 

 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan (Rp) 
2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 

Kenaikan/ 
Penurunan (Rp) 

1 Belanja Modal Bor  Mesin Putar 10.000.000 4.660.000 100 - 4.660.000 

 
 Jumlah  10.000.000 4.660.000 100 - 4.660.000 

 

5.1.3.2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 426.593.173,00                                                   

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp 427.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

426.593.173,-  atau 99,90 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 36.052.726,- 

mengalami kenaikan sebesar Rp 390.540.447,- atau 1.083,25% dengan rincian sebagai berikut: 
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Anggaran 
Setelah 

Perubahan (Rp) 
2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 

Kenaikan/ 
Penurunan (Rp) 

1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 427.000.000 426.593.173 99,90 36.052.726 390.540.447 

 
 Jumlah  427.000.000 426.593.173 99,90 36.052.726 390.540.447 

 

5.1.3.2.1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp 426.593.173,00 

Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp 427.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

426.593.173,-  atau 99,90 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 36.052.726,- 

mengalami kenaikan sebesar Rp 390.540.447,- atau 1.083,25% dengan rincian sebagai berikut: 
 

  

Anggaran 
Setelah 

Perubahan (Rp) 
2023 (Rp)   %  2022 (Rp) 

Kenaikan/ 
Penurunan (Rp) 

       1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 
Tercetak 

302.500.000 302.368.040 99,96 36.052.726 266.315.314 

2 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 
Terekam dan Bentuk Mikro 

124.500.000 124.225.133 99,78 - 124.225.133 

3 Belanja Modal Kartografi,Naskah, 
Dan Lukisan Lainnya 

- - - - - 

4 Belanja Modal Musik - - - - - 

5 Belanja Modal Karya Grafika 
(Graphic Material) Material) Lainnya" 

- - - - - 

6 Belanja Modal Three Dimensional 
Artifacts and Realita 

- - - - - 

7 Belanja Modal Tarscalt - - - - - 

 
 Jumlah  427.000.000 426.593.173 99,90 36.052.726 390.540.447 

 

5.2    PENJELASAN POS-POS NERACA  

5.2.1 ASET Rp  31.465.541.676,11 

Total Aset sebesar Rp 31.465.541.676,11 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp  

31.227.826.485,87 mengalami kenaikan sebesar Rp 237.715.190,24 atau 0,76%. Jumlah tersebut terdiri 

atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut : 

  
2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Aset Lancar 56.613.001,62 947.750,00 

2 Investasi Jangka Panjang - - 

3 Aset Tetap 31.408.928.674,49 31.226.878.735,87 

4 Dana Cadangan - - 

5 Aset Lainnya -  - 

 
Jumlah 31.465.541.676,11 31.227.826.485,87  

 

5.2.1.1 ASET LANCAR Rp 56.613.001,62 

Aset Lancar sebesar Rp 56.613.001,62 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 947.750 

mengalami kenaikan sebesar Rp   56.613.001,62 atau 5873,41% dengan rincian sebagai berikut : 

  
2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Kas dan Setara Kas - - 

2 Investasi Jangka Pendek - - 

3 Piutang Pajak Daerah - - 

4 Piutang Retribusi Daerah - - 

5 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - 

6 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - - 

7 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - - 

8 Piutang Transfer Antar Daerah - - 

9 Piutang Lainnya - - 

10 Penyisihan Piutang - - 

11 Beban Dibayar Dimuka (10.693.501,62) - 

12 Persediaan (45.919.500,00) 947.750,00  

 
Jumlah 56.613.001,62 947.750,00  
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5.2.1.1.1 Beban Dibayar Dimuka Rp 10.693.501,62 

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 10.693.501,62 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Nihil 

mengalami kenaikan sebesar Rp 10.693.501,62 atau 100% dengan rincian sebagai berikut: 

 
 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Beban Dibayar Dimuka 10.693.501,62 -  

2 Beban Dibayar Dimuka-Sewa -  

 
Jumlah 10.693.501,62 -  

 
5.2.1.1.2 Persediaan Rp  45.919.500 

Persediaan sebesar Rp 45.919.500 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 947.750 mengalami 

kenaikan sebesar Rp  44.971.750 atau 4745,11% dengan rincian sebagai berikut : 

 
 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Barang Pakai Habis 45.919.500 947.750  

2 Barang Tak Habis Pakai - - 

3 Barang Bekas Dipakai - - 

 
Jumlah 45.919.500 947.750  

 

5.2.1.1.2.1  Barang Pakai Habis Rp 45.919.500 

Barang Pakai Habis sebesar Rp 45.919.500 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 947.750 

mengalami kenaikan sebesar Rp  44.971.750 atau 4745,11% dengan rincian sebagai berikut : 

 
 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Bahan - - 

2 Suku Cadang - - 

3 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 45.919.500 947.750 

4 Obat-Obatan - - 

5 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan - - 

6 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga - - 

7 Natura dan Pakan - - 

 
Jumlah 45.919.500 947.750 

 

5.2.1.1.2.1.1 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Rp 947.750 

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp 45.919.500 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 

Rp 947.750 mengalami kenaikan sebesar Rp  44.971.750 atau 4745,11% dengan rincian sebagai berikut : 

  

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Alat Tulis Kantor 35.472.500 - 

2 Kertas dan Cover 5.699.000 - 

3 Bahan Cetak 2.628.000 - 

4 Benda Pos - - 

5 Persediaan Dokumen/Administrasi Tender - - 

6 Bahan Komputer 2.120.000 947.750 

7 Perabot Kantor - - 

8 Alat Listrik - - 

9 Perlengkapan Dinas - - 

10 Kaporlap dan Perlengkapan Satwa - - 

11 Perlengkapan Pendukung Olahraga - - 

12 Suvenir/Cendera Mata - - 

13 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya - - 

 Jumlah 45.919.500 947.750 

 

5.2.1.2 Aset Tetap Rp  31.408.928.674,49 

Aset Tetap sebesar Rp  31.408.928.674,49 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 

31.226.878.735,87 mengalami kenaikan sebesar Rp 182.049.938,62 atau 0,58% dengan rincian sebagai 

berikut : 

 
 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Tanah 4.546.500.000,00 4.546.500.000,00 

2 Peralatan dan Mesin 36.307.825.761,00 35.461.772.261,00 

3 Gedung dan Bangunan 23.062.733.817,00 23.062.733.817,00 

4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 206.975.000,00 206.975.000,00 

5 Aset Tetap Lainnya 14.075.390.408,00 13.620.007.035,00 

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 133.276.000,00 133.276.000,00 
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7 Akumulasi Penyusutan (46.923.772.311,51) (45.804.385.377,13) 

 
Jumlah 31.408.928.674,49 31.226.878.735,87 

 

5.2.1.2.1 Tanah Rp 4.546.500.000,00 

Tanah sebesar Rp 4.546.500.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 4.546.500.000,00 

tidak mengalami kenaikan/penurunan dengan rincian sebagai berikut : 

 
 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Tanah Persil 4.546.500.000,00 4.546.500.000,00 

2 Tanah Non Persil - - 

3 Lapangan - - 

 
Jumlah 4.546.500.000,00 4.546.500.000,00 

 

5.2.1.2.1.1 Tanah Persil Rp 4.546.500.000,00 

Tanah Persil sebesar Rp 4.546.500.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 

4.546.500.000,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dengan rincian sebagai berikut : 

  

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal - - 

2 Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan - - 

3 Tanah untuk Bangunan Industri - - 

4 Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 4.546.500.000,00 4.546.500.000,00 

5 Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga - - 

6 Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah - - 

7 Tanah Persil Lainnya - - 

 

Jumlah 4.546.500.000,00 4.546.500.000,00 

 

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin Rp 36.307.825.761 

Peralatan dan Mesin sebesar Rp 36.307.825.761 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 

35.461.772.261 mengalami kenaikan sebesar Rp  846.053.500,00 atau 2,39% dengan rincian sebagai 

berikut : 

 
 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Alat Besar 4.065.823.260,00 - 

2 Alat Angkutan 5.890.636.345,00 5.470.636.345,00 

3 Alat Bengkel dan Ukur 2.056.129.956,00 2.056.129.956,00 

4 Alat Pertanian - - 

5 Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.734.463.498,00 13.536.986.998,00 

6 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 4.691.826.256,00 4.687.166.256,00 

7 Alat Kedokteran dan Kesehatan - - 

8 Alat Laboratorium 90.230.000,00 90.230.000,00 

9 Alat Persenjataan - - 

10 Komputer 5.778.716.446,00 5.554.799.446,00 

11 Alat Eksplorasi - - 

12 Alat Pengeboran - - 

13 Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurniaan - - 

14 Alat Bantu Eksplorasi - - 

15 Alat Keselamatan Kerja - - 

16 Alat Peraga - - 

17 Peralatan Proses/Produksi - - 

18 Rambu-Rambu - - 

19 Peralatan Olahraga - - 

 
Jumlah 36.307.825.761,00 35.461.772.261,00 

 

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan Rp   23.062.733.817 

Gedung dan Bangunan sebesar Rp 23.062.733.817 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 

23.062.733.817,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dengan rincian sebagai berikut: 

 

 
 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Bangunan Gedung 22.719.853.147,00 22.719.853.147,00 

2 Monumen - - 

3 Bangunan Menara - - 

4 Tugu Titik Kontrol/Pasti 342.880.670,00 342.880.670,00 

 
Jumlah 23.062.733.817,00 23.062.733.817,00 
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5.2.1.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp 206.975.000,00 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 206.975.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 

206.975.000,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dengan rincian sebagai berikut : 

 
 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Jalan dan Jembatan - - 

2 Bangunan Air 190.275.000,00 190.275.000,00 

3 Instalasi - - 

4 Jaringan 16.700.000,00 16.700.000,00 

 
Jumlah 206.975.000,00 206.975.000,00 

 

5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya Rp  14.075.390.408 

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp  14.075.390.408 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 

13.620.007.035 mengalami kenaikan sebesar Rp  455.383.373 atau 3,34% dengan rincian sebagai berikut : 

 
 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Bahan Perpustakaan 14.065.351.837,00 13.609.968.464,00 

2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga 10.038.571,00 10.038.571,00 

3 Hewan - - 

4 Biota Perairan - - 

5 Tanaman - - 

6 Barang Koleksi Non Budaya - - 

7 Aset Tetap Dalam Renovasi - - 

 
Jumlah 14.075.390.408,00 13.620.007.035,00 

 

5.2.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 133.276.000,00 

Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp 133.276.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 

Rp 133.276.000,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dengan rincian sebagai berikut : 

 
 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Konstruksi Dalam Pengerjaan 133.276.000,00  133.276.000,00  

2 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah - - 

3 Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin - - 

4 Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan - - 

5 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi - - 

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya - - 

 
Jumlah 133.276.000,00  133.276.000,00  

 

5.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Rp 46.923.772.311,51 

Akumulasi Penyusutan sebesar Rp 46.923.772.311,51 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 

45.804.385.377,13 mengalami kenaikan sebesar Rp  1.119.386.934,38 atau 2,44% dengan rincian sebagai 

berikut : 

 

 
 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (34.596.464.416,63) (33.963.763.465,10) 

2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (12.219.048.781,98) (11.738.611.750,74) 

3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi (108.259.112,90) (102.010.161,29) 

4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya - - 

 
Jumlah         (46.923.772.311,51) (45.804.385.377,13) 

 

5.2.1.5.1 Aset Tidak Berwujud Rp 193.550.000 

Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 193.550.000 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 

193.550.000 tidak mengalami kenaikan/penurunan dengan rincian sebagai berikut : 

 

 
 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Goodwill  - 

2 Lisensi dan Franchise  - 

3 Hak Cipta  - 

4 Hak Paten  - 

5 Software 193.550.000,00 193.550.000,00  
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6 Kajian  - 

7 Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya  - 

8 Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan  - 

9 Aset Tidak Berwujud Lainnya  - 

 
Jumlah 193.550.000,00 193.550.000,00  

 

5.2.1.5.2 Aset Lain-Lain Rp 1.498.028.824,00 

Aset Lain-Lain sebesar Rp 1.498.028.824,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 

1.498.028.824,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dengan rincian sebagai berikut : 

 

 
 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Aset Rusak Berat/Usang 1.498.028.824,00 1.498.028.824,00 

2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah - - 

3 Kas yang Dibatasi Penggunaannya  -  - 

 
Jumlah 1.498.028.824,00 1.498.028.824,00 

 

5.2.1.5.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp 193.550.000 

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 193.550.000 apabila dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar Rp 193.550.000 tidak mengalami kenaikan/penurunan dengan rincian sebagai 

berikut : 

 
 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise - - 

2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta - - 

3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten - - 

4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software (193.550.000,00)  (193.550.000,00)  

5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian - - 

 
Jumlah (193.550.000,00)  (193.550.000,00)  

 

5.2.1.5.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp 1.498.028.824,00 

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp 1.498.028.824,00, apabila dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar Rp 1.498.028.824,00 mengalami tidak kenaikan/penurunan dengan rincian sebagai 

berikut : 

 
 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga- Sewa - - 

2 
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga- Kerja Sama  

Pemanfaatan 
- - 

3 Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai - - 

4 
Akumulasi Penyusutan Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasional  

Pemerintah 
- - 

5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain (1.498.028.824,00) (1.498.028.824,00) 

 
Jumlah (1.498.028.824,00) (1.498.028.824,00) 

5.2.2 KEWAJIBAN Rp,00 

Kewajiban sebesar Nihil, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Nihil mengalami 

kenaikan/penurunan sebesar Nihil atau % dengan rincian sebagai berikut : 

  

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Kewajiban Jangka Pendek - - 

2 Kewajiban Jangka Panjang - - 

 

Jumlah Nihil  Nihil  
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5.2.3 EKUITAS Rp  Rp  31.465.541.676,16 

Ekuitas sebesar Rp  31.465.541.676,16 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 

31.227.826.485,87 mengalami kenaikan sebesar Rp  237.715.190,29 atau 0,76% dengan rincian sebagai 

berikut : 

 

  

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

1 Ekuitas 31.465.541.676,16 32.860.836.510,26 

2 Ekuitas SAL - - 

3 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan -  - 

 

Jumlah 31.465.541.676,16 32.860.836.510,26 

 

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai 

seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, 

dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari LO dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

No Uraian 2023 (Rp) 2022 (Rp) Kenaikan/Penurunan (Rp) 

1 2  3 5 

1 Pendapatan 613.734.200,00 196.776.300,00 416.957.900 

2 Beban 32.912.012.545,33 30.069.204.042,47 2.842.808.502,86 

  Surplus/(Defisit) Operasional (33.417.665.279,71) (31.535.800.105,39) 1.881.865.174,32 

3 Kegiatan Non Operasional - - - 

  Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa (33.417.665.279,71) (31.535.800.105,39) 1.881.865.174,32 

4 Pos Luar Biasa - -  

  Surplus/(Defisit) Laporan Operasional (33.417.665.279,71) (31.535.800.105,39) 1.881.865.174,32 

 

5.3.1 PENDAPATAN DAERAH-LO Rp 613.734.200 

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan 

menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-

lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah-LO terealisasi sebesar Rp 613.734.200 apabila dibandingkan 

tahun sebelumnya sebesar Rp 196.776.300 mengalami kenaikan sebesar Rp  416.957.900 atau 211,89% 

dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut: 

  
LRA 2023 (Rp) 

MUTASI 

TAMBAH 

(Rp) 

MUTASI 

KURANG 

(Rp) 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

Kenaikan/ 

Penurunan 

(Rp) 

Tren % 

1 Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)-LO 
73.523.500 540.210.700 - 73.523.500 69.276.500 4.247.000 6,13 

2 

 

Pendapatan 

Transfer-LO 
- - - - -   

3 Lain-Lain 

Pendapatan yang 

Sah-LO 

- - - 540.210.700 127.499.800 412.710.900 323,69 

 Jumlah 73.523.500 540.210.700 - 613.734.200 196.776.300 416.957.900 211,894 

 

5.3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO Rp 73.523.500 

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO terealisasi sebesar Rp 73.523.500 apabila dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar Rp 69.276.500 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.247.000 atau 6,13% dengan rincian 

sebagai berikut : 

 

 

 



Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas ARPUS Prov. Jateng TA 2023  54 
 

 

 

LRA 2023 (Rp) 

MUTASI 

TAMBAH 

(Rp) 

MUTASI 

KURANG 

(Rp) 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

Kenaikan/ 

Penurunan 

(Rp) 

Tren % 

1 Pendapatan 

Pajak 

Daerah-LO 

- - - - - - - 

2 Pendapatan 

Retribusi 

Daerah-LO 

70.773.500 - - 70.773.500 42.465.500 28.308.000 66,66 

3 Pendapatan 

Hasil 

Pengelolaan 

Kekayaan 

Daerah 

yang 

Dipisahkan-

LO 

- - - - - - - 

4 Lain-Lain 

Pendapatan 

Asli Daerah 

yang Sah-

LO 

2.750.000 - - 2.750.000 26.811.000 (24.061.000,00) (89,74) 

 
Jumlah  73.523.500 - - 73.523.500 69.276.500 4.247.000 6,13 

 

5.3.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Rp 70.773.500 

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terealisasi sebesar Rp 70.773.500 apabila dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar Rp 42.465.500 mengalami kenaikan sebesar Rp 28.308.000 atau 66,66% dengan 

rincian sebagai berikut: 

 

 

 

LRA 2023 (Rp) 

MUTASI 

TAMBAH 

(Rp) 

MUTASI 

KURANG  

(Rp) 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

Kenaikan/ 

Penurunan 

 (Rp) 

Tren % 

1 Pendapatan 

Retribusi Jasa 

Umum-LO 

- - - - - - - 

2 Pendapatan 

Retribusi Jasa 

Usaha-LO 

70.773.500 - - 70.773.500 42.465.500 28.308.000 66,66 

3 Pendapatan 

Retribusi Perizinan 

Tertentu-LO 

- - - - - - - 

 
Jumlah  70.773.500 - - 70.773.500 42.465.500 28.308.000 66,66 

 

5.3.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Rp 2.750.000 

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp 2.750.000, apabila dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar Rp 26.811.000 mengalami penurunan sebesar Rp 24.061.000 atau 89,74 % dengan 

rincian sebagai berikut: 

 

 

 

LRA 2023 (Rp) 
MUTASI 
TAMBAH 

(Rp) 

MUTASI 
KURANG 

(Rp) 
2023 (Rp) 2022 (Rp) 

Kenaikan/ 
Penurunan (Rp) 

Tren % 

1 Hasil Penjualan 
BMD yang Tidak 
Dipisahkan-LO 

- - - - - - - 

2 Jasa Giro-LO - - - - - - - 
3 Pendapatan Bunga-

LO 
- - - - - - - 

4 Penerimaan atas 
Tuntutan Ganti 
Kerugian Keuangan 
Daerah-LO 

- - - - - - - 

5 Penerimaan Komisi, 
Potongan, atau 
Bentuk Lain - LO 

2.750.000 - - 2.750.000 26.811.000 (24.061.000,00) (89,74) 

6 Pendapatan Denda 
atas Keterlambatan 
Pelaksanaan 
Pekerjaan-LO 

- - - - - - - 

7 Pendapatan Denda 
Pajak Daerah-LO 

- - - - - - - 
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LRA 2023 (Rp) 
MUTASI 
TAMBAH 

(Rp) 

MUTASI 
KURANG 

(Rp) 
2023 (Rp) 2022 (Rp) 

Kenaikan/ 
Penurunan (Rp) 

Tren % 

8 Pendapatan Denda 
Retribusi Daerah-
LO 

- - - - - - - 

9 Pendapatan dari 
Pengembalian-LO 

- - - - - - - 

10 Pendapatan BLUD-
LO        

 Jumlah  2.750.000 - - 2.750.000 26.811.000 (24.061.000,00) (89,74) 

 

5.3.1.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO Rp  540.210.700,00 

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp 540.210.700 apabila dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar Rp 127.499.800 mengalami kenaikan sebesar Rp  412.710.900 atau 323,69% dengan 

rincian sebagai berikut : 

 

 

LRA 2023 (Rp) 

MUTASI 

TAMBAH  

(Rp) 

MUTASI 

KURANG  

(Rp) 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

Kenaikan/ 

Penurunan  

(Rp) 

Tren % 

1 Pendapatan 

Hibah-LO 
- 540.210.700  540.210.700 127.499.800 412.710.900 323,69 

2 Dana Darurat-LO - - - - - - - 

3 Lain-Lain 

Pendapatan 

Sesuai dengan 

Ketentuan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan-LO 

- - - - - - - 

 
Jumlah  - 540.210.700  540.210.700 127.499.800 412.710.900 323,69 

 

5.3.1.2.1 Pendapatan Hibah-LO Rp,00 

Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp 540.210.700 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 

127.499.800 mengalami kenaikan sebesar Rp  412.710.900 atau 323,69% dengan rincian sebagai berikut : 

 

 

LRA 2023 (Rp) 

MUTASI 

TAMBAH  

(Rp) 

MUTASI 

KURANG  

(Rp) 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

Kenaikan/ 

Penurunan  

(Rp) 

Tren % 

1 Pendapatan Hibah dari 

Pemerintah Pusat-LO 
- 540.210.700 

 
540.210.700 127.499.800 412.710.900 323,69 

2 Pendapatan Hibah dari 

Pemerintah Daerah 

Lainnya-LO 

- - - - - -  -  

3 Pendapatan Hibah dari 

Kelompok 

Masyarakat/Perorangan 

Dalam Negeri-LO 

- - - - - -  -  

4 Pendapatan Hibah dari 

Badan/Lembaga/ 

Organisasi Dalam 

Negeri/Luar Negeri-LO 

- - - - - -  -  

5 Sumbangan Pihak 

Ketiga/Sejenis-LO 
- - - - - -  -  

 
Jumlah  - 540.210.700 

 
540.210.700 127.499.800 412.710.900 323,69 
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5.3.2 BEBAN DAERAH Rp  32.912.012.545,33 

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp 32.912.012.545,33 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 

Rp  31.732.576.405,39 mengalami kenaikan sebesar Rp  1.179.436.139,94 atau 3,72% dengan rincian 

sebagai berikut : 

 

  

LRA 2023 (Rp) 

MUTASI  

TAMBAH 

(Rp) 

MUTASI 

KURANG 

(Rp) 

 2023 (Rp)  2022 (Rp) 
Kenaikan/ 

Penurunan (Rp)  

 Tren 

%  

1 

Beban 

Operasional 
32.967.187.797 1.120.824.684,38 56.613.001,67 32.912.012.545,33 31.732.576.405,39 1.179.436.139,94 3,72 

2 

Beban 

Transfer 
- - - - - - - 

 

Jumlah 32.967.187.797 1.120.824.684,38 56.613.001,67 32.912.012.545,33 31.732.576.405,39 1.179.436.139,94 3,72 

 

5.3.2.1 BEBAN OPERASIONAL Rp  34.031.399.479,71 

Beban Operasional terealisasi sebesar Rp  34.031.399.479,71 apabila dibandingkan tahun sebelumnya 

sebesar Rp 31.732.576.405,39 mengalami kenaikan sebesar Rp  2.298.823.074,32 atau 7,24% dengan 

rincian sebagai berikut : 

 

  

LRA 2023 (Rp) 
MUTASI TAMBAH 

(Rp) 

MUTASI 

KURANG 

(Rp) 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

Kenaikan/ 

Penurunan  

(Rp) 

Tren % 

1 Beban 

Pegawai 
26.314.408.703 - - 26.314.408.703 25.451.471.122 862.937.581 3,39 

2 Beban Barang 

dan Jasa 
6.652.779.094 1.437.750 56.613.001,67 6.597.603.842,33 4.617.732.920,47 1.979.870.921,86 42,88 

3 Beban Bunga - - - - - - - 

4 Beban Subsidi - - - - - - - 

5 Beban Hibah - - - - - - - 

6 Beban 

Bantuan Sosial 
- - - - - - - 

7 Beban 

Penyisihan 

Piutang 

- - - - - - - 

8 Beban 

Penyusutan 

dan Amortisasi 

- 1.119.386.934,38 - 1.119.386.934,38 1.663.372.362,92 (543.985.428,54) (32,70) 

9 Beban Lain-

Lain 
- - - - - - - 

 

Jumlah 32.967.187.797 1.120.824.684,38 56.613.001,67 32.912.012.545,33 31.732.576.405,39 2.298.823.074,32 7,24 

 

 

5.3.2.1.1 Beban Pegawai Rp  26.314.408.703 

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp  26.314.408.703 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp  

25.451.471.122 mengalami kenaikan sebesar Rp  862.937.581 atau 3,39% dengan rincian sebagai berikut : 

  

LRA 2023 (Rp) 

MUTASI 

TAMBAH 

(Rp) 

MUTASI 

KURANG 

(Rp) 

 2023 (Rp)  2022 (Rp) 

Kenaikan/ 

Penurunan  

(Rp)  

 Tren %  

1 Beban Gaji 

dan 

Tunjangan 

ASN 

12.289.742.954 - - 12.289.742.954 12.707.886.878 (418.143.924) (3,29) 

2 Beban 

Tambahan 

Penghasilan 

ASN 

13.818.115.749 - - 13.818.115.749 12.533.815.244 1.284.300.505 10,25 

3 Beban 

Tambahan 

Penghasilan 

berdasarkan 

Pertimbangan 

Objektif 

Lainnya ASN 

206.550.000 - - 206.550.000 209.769.000 (3.219.000) (1,53) 

4 Beban Gaji 

dan 

Tunjangan 

DPRD 

- - - - - - - 

5 Beban Gaji 

dan 

Tunjangan 

KDH/WKDH 

- - - - - - - 
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LRA 2023 (Rp) 

MUTASI 

TAMBAH 

(Rp) 

MUTASI 

KURANG 

(Rp) 

 2023 (Rp)  2022 (Rp) 

Kenaikan/ 

Penurunan  

(Rp)  

 Tren %  

6 Beban 

Penerimaan 

Lainnya 

Pimpinan 

DPRD serta 

KDH/WKDH 

- - - - - - - 

7 Beban Gaji 

dan 

Tunjangan 

MRP 

- - - - - - - 

8 Beban 

Pegawai BOS 
- - - - - - - 

9 Beban 

Pegawai 

BLUD 

- - - - - - - 

 

Jumlah 26.314.408.703 - - 26.314.408.703 25.451.471.122 862.937.581 3,39 

   

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp 6.597.603.842,33 

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp 6.597.603.842,33 apabila dibandingkan tahun sebelumnya 

sebesar Rp 4.617.732.920,47 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.979.870.921,86 atau 42,88% dengan 

rincian sebagai berikut : 

 

  

LRA 2023 (Rp) 

MUTASI 

 TAMBAH 

(Rp) 

MUTASI 

 KURANG 

 (Rp) 

2023 (Rp)  2022 (Rp) 

Kenaikan/ 

Penurunan 

(Rp)  

 Tren %  

1 Beban Barang 1.203.514.909 1.437.750 45.919.500,00 1.159.033.159,00 665.684.977,00 493.348.182,00 74,11 

2 Beban Jasa 3.626.534.265  10.693.501,67 3.615.840.763,33 3.338.397.001,80 277.443.761,53 8,31 

3 Beban 

Pemeliharaan 
607.710.150 - - 607.710.150,00 221.271.866,67 386.438.283,33 174,64 

4 Beban Perjalanan 

Dinas 
1.155.019.770 - - 1.155.019.770,00 356.079.075,00 798.940.695,00 224,37 

5 Beban Barang 

untuk 

Diserahkan/Dijual/ 

Diberikan kepada 

Masyarakat/Pihak 

Ketiga 

60.000.000 - - 60.000.000,00 36.300.000 23.700.000 65,29 

6 Beban Barang dan 

Jasa BOP 
- - - - - - - 

7 Beban Barang dan 

Jasa BOS 
- - - - - - - 

8 Beban Barang dan 

Jasa BLUD 
- - - - - - - 

 

Jumlah 6.652.779.094 1.437.750 56.613.001,67 6.597.603.842,33 4.617.732.920,47 1.979.870.921,86 42,88 

 

 

5.3.2.1.2.1 Beban Barang Rp  1.159.033.159 

Beban Barang terealisasi sebesar Rp  1.159.033.159,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 

665.684.977 mengalami kenaikan sebesar Rp  493.348.182,00 atau  74,11% dengan rincian sebagai 

berikut : 

  

LRA 2023 (Rp) 
MUTASI  

TAMBAH (Rp) 

MUTASI  

KURANG (Rp) 
 2023(Rp)  2022 (Rp) 

Kenaikan/Penurunan 

(Rp)  
 Tren %  

1 Beban 

Barang 

Pakai Habis 

1.203.514.909 947.750 45.919.500 1.158.543.159 665.684.977,00 492.858.182 74,04 

2 Beban 

Barang Tak 

Habis Pakai 

- - - - - - - 

3 Beban 

Barang 

Bekas 

Dipakai 

- 490.000 - 490.000 - 490.000 - 

 

Jumlah 1.203.514.909 1.437.750 45.919.500 1.159.033.159,00 665.684.977,00 493.348.182,00 74,11 
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5.3.2.1.2.2 Beban Jasa Rp  3.615.840.763,33  

Beban Jasa terealisasi sebesar  3.615.840.763,33 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp  

3.338.397.001,80 mengalami kenaikan sebesar Rp  277.443.761,53 atau 8,31% dengan rincian sebagai 

berikut  

  

LRA 2023 (Rp) 

MUTASI  

TAMBAH 

(Rp) 

MUTASI  

KURANG  

(Rp) 

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

Kenaikan/ 

Penurunan 

(Rp)  

 Tren %  

1 Beban Jasa Kantor 3.374.162.428 - - 3.374.162.428,00 3.219.621.123,00 154.541.305,00 4,80 

2 Beban Jasa Asuransi 102.355.837 - 10.693.501,67 91.662.335,33 107.275.878,80 (15.613.543,47) (14,55) 

3 Beban Sewa Tanah - - - - - - - 

4 Beban Sewa Peralatan 

dan Mesin 
11.000.000 - - 11.000.000 6.000.000 5.000.000 83,33 

5 Beban Sewa Gedung 

dan Bangunan 
- - - - - - - 

6 Beban Sewa Jalan 

Irigasi dan Jaringan 
- - - - - - - 

7 Beban Sewa Aset 

Tetap Lainnya 
- - - - - - - 

8 Beban Sewa Aset Tidak 

Berwujud 
- - - - - - - 

9 Beban Jasa Konsultansi 

Konstruksi 
139.016.000 - - 139.016.000 - 139.016.000 - 

10 Beban Jasa Konsultansi 

Non Konstruksi 
- - - - 5.500.000 (5.500.000) (100) 

11 Beban Jasa 

Ketersediaan Layanan 

(Availibility Payment) 
  - - - - - - - 

12 Beban Beasiswa 

Pendidikan PNS - - - - - - - 

13 Beban Kursus, 

Pelatihan, Sosialisasi 

dan Bimbingan Teknis 

PNS/PPPK 

- - - - - - - 

14 Beban Jasa Insentif 

Pemungutan Pajak 

Daerah bagi Pegawai 

Non ASN 

- - - - - - - 

15 Beban Jasa Insentif 

bagi Pegawai Non ASN 

atas Pemungutan 

Retribusi 

- - - - - - - 

 

Jumlah 3.626.534.265  10.693.501,67 3.615.840.763,33 3.338.397.001,80 277.443.761,53 8,31 

        

5.3.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan Rp  607.710.150 

Beban Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp  607.710.150 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 

Rp  221.271.866,67 mengalami kenaikan sebesar Rp  386.438.283,33 atau 174,64 % dengan rincian 

sebagai berikut : 

  

LRA 2023 (Rp) 
MUTASI  

TAMBAH (Rp) 

MUTASI  

KURANG (Rp) 
 2023 (Rp)  2022 (Rp) 

Kenaikan/ 

Penurunan (Rp)  
 Tren %  

1 Beban Pemeliharaan 

Tanah 
- - - - - - - 

2 Beban Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 
285.679.150   285.679.150 159.616.000,00 124.207.283,33 76,92 

3 Beban Pemeliharaan 

Gedung dan 

Bangunan 

292.031.000   292.031.000 59.800.000,00 232.231.000 388,35 

4 Beban Pemeliharaan 

Jalan, Jaringan, dan 

Irigasi 

30.000.000 - - 30.000.000 - 30.000.000 - 

5 Beban Pemeliharaan 

Aset Tetap Lainnya 
- - - - - - - 

6 Beban Pemeliharaan 

Aset Tidak Berwujud 
- - - - - - - 

 

Jumlah 607.710.150 - - 607.710.150 221.271.866,67 386.438.283,33 174,64 
 

 

5.3.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas Rp  1.155.019.770 

Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp  1.155.019.770 apabila dibandingkan tahun sebelumnya 

sebesar Rp  356.079.075 mengalami kenaikan sebesar Rp  798.940.695 atau 224,37% dengan rincian 

sebagai berikut : 

  

LRA 2023 (Rp) 
MUTASI 

TAMBAH (Rp) 

MUTASI 

KURANG (Rp) 
2023(Rp) 2022 (Rp) 

Kenaikan/Penurunan 

(Rp) 
Tren % 

1 Beban Perjalanan 

Dinas Dalam Daerah 
967.708.430 - - 967.708.430 356.079.075 611.629.355 171,77 
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LRA 2023 (Rp) 
MUTASI 

TAMBAH (Rp) 

MUTASI 

KURANG (Rp) 
2023(Rp) 2022 (Rp) 

Kenaikan/Penurunan 

(Rp) 
Tren % 

2 Beban Perjalanan 

Dinas Luar Negeri 
187.311.340 - - 187.311.340 - 187.311.340  

 

Jumlah 1.155.019.770 - - 1.155.019.770 356.079.075 798.940.695,00 224,37 

 

5.3.2.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 

Lain/Masyarakat Rp 60.000.000 

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar 

Rp 60.000.000 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 36.300.000 mengalami kenaikan 

sebesar Rp 23.700.000 atau 65,29% dengan rincian sebagai berikut : 

 

  

LRA 2023 (Rp) 
MUTASI 

TAMBAH (Rp) 

MUTASI 

KURANG (Rp) 
2023 Rp) 2022 (Rp) 

Kenaikan/Penurunan 

(Rp) 
Tren % 

1 Beban Uang yang 

Diberikan kepada Pihak 

Ketiga/Pihak 

Lain/Masyarakat 

60.000.000 - - 60.000.000 33.300.000,00 26.700.000 80,18 

2 Beban Jasa yang 

Diberikan kepada Pihak 

Ketiga/Pihak 

Lain/Masyarakat 

- - - - 3.000.000,00 3.000.000 (100) 

 

Jumlah 60.000.000 - - 60.000.000 36.300.000,00 23.700.000 65,29 

 

5.3.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Rp  1.119.386.934,38 

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp 1.119.386.934,38 apabila dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar Rp 1.663.372.362,92 mengalami penurunan sebesar Rp 543.985.428,54 atau 32,70% 

dengan rincian sebagai berikut: 

  

2023 (Rp) 2022 (Rp) 
 Kenaikan/ 

Penurunan (Rp)  
 Tren %  

1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 632.700.951,53 1.176.686.380,11 (543.985.428,58) (46,23) 
2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 480.437.031,24 480.437.031,20 0,04 0,00 
3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 6.248.951,61 6.248.951,61 - 

 
4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - - - - 
5 Beban Penyusutan Aset Lainnya- Kemitraan 

dengan Pihak Ketiga 
- - - - 

6 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud  -  - -   

 

Jumlah 1.119.386.934,38 1.663.372.362,92  (543.985.428,54)  (32,70) 

 

5.3.2.2.1 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN Rp  632.700.951,53 

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp 632.700.951,53 apabila dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar Rp 1.176.686.380,11 mengalami penurunan sebesar Rp 543.985.428,58 atau 46,23% 

dengan rincian sebagai berikut: 

  

2023 (Rp) 2022 (Rp) 
 Kenaikan/ 

Penurunan (Rp)  
 Tren %  

1 Beban Penyusutan Alat Besar  -     96.425.000,00   (96.425.000,00)  (100,00) 
2 Beban Penyusutan Alat Angkutan  148.033.437,50   219.128.875,00   (71.095.437,50)  (32,44) 
3 Beban Penyusutan Alat Bengkel dan 

Alat Ukur 
 141.544.255,70   263.436.135,50   (121.891.879,80)  (46,27) 

4 Beban Penyusutan Alat Pertanian  -     -     -    - 
5 Beban Penyusutan Alat Kantor dan 

Rumah Tangga 
 231.004.748,33   265.473.496,64   (34.468.748,31)  (12,98) 

6 Beban Penyusutan Alat Studio, 
Komunikasi, dan Pemancar 

 29.232.980,00   145.497.588,80   (116.264.608,80)  (79,91) 

7 Beban Penyusutan Alat Kedokteran 
dan Kesehatan 

 -     -     -    - 

8 Beban Penyusutan Alat 
Laboratorium 

 -     -     -    - 

9 Beban Penyusutan Alat 
Persenjataan 

 -     -     -    - 

10 Beban Penyusutan Komputer  82.885.530,00   186.725.284,17   (103.839.754,17)  (55,61) 
11 Beban Penyusutan Alat Eksplorasi  -     -     -     -    

12 Beban Penyusutan Alat Pengeboran  -     -     -     -    

13 Beban Penyusutan Alat Produksi, 
Pengolahan, dan Pemurnian 

 -     -     -     -    

14 Beban Penyusutan Alat Bantu 
Eksplorasi 

 -     -     -     -    

15 Beban Penyusutan Alat 
Keselamatan Kerja 

 -     -     -     -    

16 Beban Penyusutan Alat Peraga  -     -     -     -    
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2023 (Rp) 2022 (Rp) 
 Kenaikan/ 

Penurunan (Rp)  
 Tren %  

17 Beban Penyusutan Peralatan 
Proses/Produksi 

 -     -     -     -    

18 Beban Penyusutan Rambu-rambu  -     -     -     -    

19 Beban Penyusutan Peralatan 
Olahraga 

 -     -     -     -    

 

Jumlah 632.700.951,53 1.176.686.380,11 (543.985.428,58) (46,23) 

 

5.3.2.2.2 BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN Rp  480.437.031,24 

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp 480.437.031,24 apabila dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar Rp 480.437.031,20 mengalami kenaikan sebesar Rp 0,04 dengan rincian sebagai 

berikut: 

  

2023 (Rp) 2022 (Rp) 
 Kenaikan/ 

Penurunan (Rp)  
 Tren %  

1 
Beban Penyusutan Bangunan 
Gedung 

473.305.295,58 473.305.295,53 0,05 0,00 

2 Beban Penyusutan Monumen - - - - 

3 
Beban Penyusutan Bangunan 
Menara 

- - - - 

4 
Beban Penyusutan Tugu Titik 
Kontrol/Pasti 

7.131.735,66 7.131.735,67 (0,01) - 

 
Jumlah 480.437.031,24 480.437.031,20 0,04 0,00 

  

5.3.2.2.3 BEBAN PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI  Rp  6.248.951,61 

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi  terealisasi sebesar Rp 6.248.951,61 apabila dibandingkan 

tahun sebelumnya sebesar Rp 6.248.951,61 tidak mengalami kenaikan/penurunan  dengan rincian sebagai 

berikut: 

  

2023 (Rp) 2022 (Rp) 
 Kenaikan/ 

Penurunan (Rp)  
 Tren %  

1 Beban Penyusutan Jalan dan 
Jembatan 

 -     -     -    - 

2 Beban Penyusutan Bangunan Air  5.831.451,61   5.831.451,61   -     -    
3 Beban Penyusutan Instalasi  -     -     -    - 
4 Beban Penyusutan Jaringan  417.500,00   417.500,00   -     -    

 
Jumlah  6.248.951,61   6.248.951,61   -     -    

 

5.3.3 SURPLUS DEFISIT NON OPERASIONAL 

Surplus Defisit Non Operasional terealisasi sebesar Nihil , apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 

Nihil mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut: 

  
2023 (Rp) 2022 (Rp) 

Kenaikan/ 
Penurunan (Rp) 

Tren % 

1 Surplus Non Operasional - - - - 

2 Defisit Non Operasional - - - - 

 
Jumlah - - - - 

 

5.3.3.1 SURPLUS NON OPERASIONAL  

Surplus Non Operasional terealisasi sebesar Nihil, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Nihil 

mengalami kenaikan/penurunan sebesar Nihil atau % dengan rincian sebagai berikut : 

  

2023 (Rp) 2022 (Rp) 

Kenaikan/ 

Penurunan 

(Rp) 

 Tren %  

1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO - - - - 

2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO - - - - 

3 Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya – LO - - - - 

 Jumlah Nihil Nihil Nihil Nihil 
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5.3.3.2 DEFISIT NON OPERASIONAL Rp,00 

Defisit Non Operasional terealisasi sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 

mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut : 

  
2023 (Rp) 2022 (Rp) 

 Kenaikan/ 
Penurunan (Rp)  

 Tren %  

1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non 
Lancar  

- - - - 

-2 
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-
LO 

- - - - 

3 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya  - - -  -  

 
Jumlah  - - -  -  

 

5.3.4 BEBAN LUAR BIASA  

Beban Luar Biasa terealisasi sebesar Nihil, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Nihil 

mengalami kenaikan/penurunan sebesar Nihil  atau % dengan rincian sebagai berikut : 

  
2023 (Rp) 2022 (Rp) 

Kenaikan/ 
Penurunan (Rp) 

Tren % 

1 Beban Tidak Terduga - - - - 

2 Beban Luar Biasa Lainnya - - - - 

 
Jumlah Nihil Nihil Nihil Nihil 

 

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca 

tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan 

Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

No Uraian 2023 2022 Kenaikan/Penurunan Tren % 

1 Ekuitas Awal  31.227.826.485,87  32.010.895.117,92  (783.068.632,05)  (2,45) 

2 Surplus/Defisit-LO (33.417.665.279,76) (31.535.800.105,39)  (64.953.465.385,10)  205,97  

3 RK-PPKD   33.655.380.470,00 29.902.790.081,00  3.752.590.389,00   12,55  

4 
Koreksi 

Kesalahan/Penyesuaian 

- 849.941.392,34 (849.941.392,34) (100,00) 

 
Ekuitas Akhir 31.465.541.676,11 31.227.826.485,87 237.715.190,29 0,761 

 

5.4.1 Ekuitas Awal                                

Saldo Ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp 31.227.826.485,87 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022.  

 

5.4.2 Surplus/Defisit – LO                              

Surplus/defisit – LO sebesar  (33.417.665.279,71) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis 

akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Tahun 2023.  

              

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar              

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Nihil, dengan rincian 

sebagai berikut: 

No Uraian 2023 2022 Kenaikan/Penurunan Tren % 

1 Koreks/Penyesuaian Kas - - - - 

2 Koreks/Penyesuaian 
Piutang 

- - - - 

3 Koreks/Penyesuaian 
Penyisihan Piutang 

- - - - 

4 Koreks/Penyesuaian 
Persediaan 

- - - - 

5 Koreks/Penyesuaian 
Investasi Non Permanen 

- - - - 

6 Koreks/Penyesuaian - - - - 
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Penyisihan Investasi Non 
Permanen 

7 Koreks/Penyesuaian 
Investasi Permanen 

- - - - 

8 Koreks/Penyesuaian Aset 
Tetap 

- 917.910.659,00 917.910.659,00 - 

9 Koreks/Penyesuaian 
Penyusutan 

- (67.969.266,66) (67.969.266,66) - 

10 Koreks/Penyesuaian Aset 
Lainnya 

- - - - 

11 Koreks/Penyesuaian 
Amortisasi 

- - - - 

12 Koreksi/Penyesuaian 
Penyusutan Aset Lainnya 

- - - - 

13 Koreks/Penyesuaian 
Hutang Belanja Pegawai 

- - - - 

14 Koreks/Penyesuaian 
Hutang Belanja Barang dan 
Jasa 

- - - - 

15 Koreks/Penyesuaian Lain-
Lain 

- - - - 

 
Jumlah - 849.941.392,34 849.941.392,34 - 

 

5.4.3.1 Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap                                     

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap sebesar Nihil dengan rincian sebagai berikut: 

No Uraian 2023 2022 Kenaikan/Penurunan Tren % 

            
1 Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset 

Tetap dari Mutasi Belanja Tidak 
Terduga 

-   - -  -  

2 Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset 
Tetap dari Mutasi Antar SKPD -  809.782.659,00  809.782.659,00  -  

3 Koreksi/Penyesuaian Tambah 
Reklasifikasi antar Aset Tetap -   - -  -  

4 Koreksi/Penyesuaian Tambah 
Reklasifikasi dari  Aset Lainnya -   - -  -  

5 Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian 
Aset Tetap 

-   - -  -  

6 Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset 
Tetap ke Aset Ekstrakontable -   - -  -  

7 Koreksi/Penyesuaian Kurang 
Reklasifikasi antar Aset Tetap -  108.128.000,00  108.128.000,00  -  

8 Koreksi/Penyesuaian Kurang 
Reklasifikasi ke  Aset Lainnya -   - -  -  

9 Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset 
Tetap dari Mutasi Belanja Tidak 
Terduga 

-   - -  -  

10 Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset 
Tetap dari Mutasi Antar SKPD -   - -  -  

11 Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian 
Aset Tetap 

-   - -  -  

  Jumlah                        -   917.910.659,00 917.910.659,00 
 

 

5.4.3.2 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan                                                

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan sebesar Nihil dengan rincian sebagai berikut: 

No Uraian 2023 2022 Kenaikan/Penurunan Tren % 

1 
Koreksi/Penyesuaian Tambah 
Penyusutan 

- (67.969.266,66)  (67.969.266,66)  -  

2 
Koreksi/Penyesuaian Kurang 
Penyusutan 

- -  -  -  

  Jumlah - (67.969.266,66)  (67.969.266,66)  -  

 

5.4.4 Ekuitas Akhir                                        

Ekuitas akhir sebesar Rp 31.465.541.676,11 dengan uraian sebagai berikut: 

No Uraian 2023 2022 Kenaikan/Penurunan Tren % 

1 Ekuitas Akhir 31.465.541.676,11 31.227.826.485,87 237.715.190,24 0,76 

  Jumlah 31.465.541.676,11 31.227.826.485,87 237.715.190,24 0,76 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan atas Laporan Keuangan 

 

 

BAB 6 

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas ARPUS Prov. Jateng TA 2023  63 
 

BAB 6 

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 

 

6.1. GAMBARAN UMUM 

Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5
0
 4” dan 8

0
 30” lintang selatan dan 108

0
 30” dan 

111
0
 30” bujur timur. Jawa Tengah memiliki luas wilayah 3.25 juta hektar atau sekitar 25,04 

persen dari luas Pulau Jawa dan wilayah  laut dengan garis pantai sepanjang 791,76 km yang 

terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Sedangkan 

secara administrative Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota serta 567 

kecamatan yang meliputi 7.807 desa dan 763 kelurahan. 

Pembangunan di Jawa Tengah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

pembangunan Nasional yang menyangkut aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

Pembangunan Ideologi dan Politik dilakukan melalui pendalaman Pancasila sebagai ideologi 

bangsa dan pendidikan politik masyarakat dalam berdemokrasi guna menumbuhkan semangat 

kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ). Dalam upaya 

mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah telah dilakukan berbagai langkah antara lain : 

1. Regulasi untuk mendorong peningkatan investasi dan stabilisasi sektor keuangan; 2. 

Pengembangan pertanian dalam arti luas; 3. Mendorong pertumbuhan UMKM; dan Menciptakan 

iklim kondusif. 

 

6.2. TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

1. Tugas Pokok 

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kearsipan dan 

Perpustakaan 

2. Fungsi  

1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kearsipan dan Perpustakaan 

2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Bidang Kearsipan dan 

Perpustakaan 

3) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, akuisisi dan pengolahan, 

pelestarian dan preservasi, layanan dan pemasyarakatan serta pengembangan dan hubungan 

antar lembaga lingkup provinsi dan kabupaten/kota. 

4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan perpustakaan. 

5) Pelaksanaan kesekretariatan dinas. 

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah 

menyusun Rencana Stratejik yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah dengan harapan dapat merupakan acuan dalam rangka mewujudkan 

tujuan yang ingin dicapai dan yang telah ditetapkan antara lain yaitu :   
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6.3. VISI DAN MISI 

a. Visi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah  : 

“ARSIP DAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI SUMBER INFORMASI, DAN ILMU 

PENGETAHUAN YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING” 

 

b. Misi 

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber daya Manusia Kearsipan dan Perpustakaan.  

2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan. 

3. Mengembangkan sistem kearsipan dan perpustakaan berbasis teknologi informasi. 

4. Meningkatkan manajemen kelembagaan arsip dan perpustakaan. 

 

c. Tugas Pokok 

Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembatuan yang ditugaskan kepala daerah 

 

d. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam poin 6.3., Dinas Kearsipan 

Dan Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, 

pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan 

bahan pustaka, pengembangan perpustakaan.; 

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, 

pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan 

bahan pustaka, pengembangan perpustakaan; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan 

kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan 

pengolahan bahan pustaka, pengembangan perpustakaan; 

4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di 

lingkungan Dinas; 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

6.4. STRUKTUR ORGANISASI. 

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 84 Tahun 2008 Tentang 

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa 

Tengah. 
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STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA

DINAS

SEKRETARIAT

Sub Koordinator

Pemanfaatan 
Arsip

Sub Bagian
Program

Sub Bagian
Keuangan

Sub Bagian
Umum Dan Kepegawaian

Bidang Pembinaan, 
Pengembangan Dan 

Pengawasan Kearsipan

Bidang Pengelolaan dan
Pelestraian Arsip

Sub Koordinator
Pembinaan dan 

Pengembangan 
Kearsipan

Sub Koordinator
Pengawasan

Kearsipan

Sub Koordinator
Akuisisi Arsip

Sub Koordinator
Pengolahan

Arsip

Bidang Pengelolaan 
Perpustakaan

Bidang Pengembangan 
Perpustakaan

Sub Koordinator
Layanan Arsip

Sub Koordinator
Pembinaan 

Perpustakaan

Sub Koordinator
Pengembangan dan 

Kerjasama 
Perpustakaan

Bidang Layanan dan 
Pemanfaatan Arsip

Sub Koordinator
Deposit dan 

Pelestraian Bahan 
Perpustakaan

Sub Koordinator
Akuisisi dan 

Pengolahan Bahan 
Perpustakaan 

Sub Koordinator
Pelestarian Arsip

Sub Koordinator
Pembudayaan 

Kegemaran 
Membaca

Sub Koordinator
Layanan dan

Otomasi
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DATA KEPEGAWAIAN 

a. Komposisi Personil Berdasarkan Status Kepegawaian 

Status Kepegawaian Jumlah % 

Aparatur Sipil Negara (ASN)   

- Jabatan Struktural 9 4,92 

- Jabatan Fungsional Pustakawan 40 21,86 

- Jabatan Fungsional Arsiparis 50 27,32 

- Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian 1 0,55 

- Jabatan Fungsional Umum 56 30,60 

Non Aparatur Sipil Negara (ASN)   

- Outsourcing 27 14,75 

Jumlah 183 100,00 

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d. Desember 2023 

 

b. Komposisi Personil Berdasarkan Golongan/Pendidikan 

No Struktural Jumlah 
1 Eselon II a 1 orang 

2 Eselon III a 5 orang 

3 Eselon IV a 3 orang 

Fungsional  

1 Arsiparis 50 orang 

2 Pustakawan 40 orang 

3 Analisis Kepegawaian 1 orang 

4 Fungsional Umum 56 orang 

Golongan  

1 Golongan IV 42 orang 

2 Golongan III 83 orang 

3 Golongan II 26 orang 

4 Golongan I 3 orang 

5 Kelas 9 2 orang 

Pendidikan  

1 S2 26 orang 

2 S1 64 orang 

3 D4 5 orang 

4 D3 29 orang 

5 SMA 29 orang 

6 SMP 1 orang 

7 SD 2 orang 

Non ASN  

1 Outsourcing 27 orang 
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d. Desember 2023 
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